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ABSTRAK 

 

Tafsir agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia kontemporer, sebagai sebuah wacana, 

menunjukkan proses produksi yang melibatkan beberapa pihak, 

mulai dari Komnas Perempuan hingga organisasi Islam Sipil di 

Indonesia, bahkan lembaga internasional. Meskipun identitas Husein 

Muhammad sebagai figur kultural dalam Islam Tradisional lebih 

ditonjolkan dalam setiap produk wacananya, namun jabatan strategis 

dirinya dalam struktur organisasi tersebut, terlebih keterlibatan 

mereka dalam wacana yang ia produksi, cukup mengindikasikan 

adanya kepentingan tertentu yang dibangun, disamping 

kepentingannya sendiri sebagai produsen wacana sekaligus pembaca 

Al-Qur’an. Oleh karena itu, disamping bermaksud menguraikan 

praktik penafsiran yang dijalankan oleh Husein Muhammad dalam 

wacana perlindungan hak kelompok berorientasi seksual diluar 

mainstream, hak minoritas kelompok beragama/berkeyakinan dan 

hak perempuan, penelitian ini secara khusus bertujuan mengungkap 

relasi kuasa pengetahuan yang beroperasi di dalamnya.  

Untuk tujuan itu, penelitian kepustakaan ini dikerjakan dengan 

mengacu pada metodologi dan kerangka teori yang ditentukan. 

Metodologi yang digunakan meliputi teknik pengumpulan data dan 

analisis data. Data diperoleh melalui telaah kepustakaan terhadap 

berbagai tulisan karya Husein Muhammad dari tahun 1999-2019 

yang dipilih berdasarkan kesesuaian substansi materi dengan objek 

material penelitian ini, dan wawancara mendalam dengan Husein 

Muhammad serta berbagai pihak yang relevan dan kompeten. 

Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan teori genealogi Michel 

Foucault dan hermeneutika Al-Qur’an.  

Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa, sebagai wacana, tafsir 

agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia 

dipraktikkan secara kritis dan advokatif. Sementara itu, relasi kuasa-

pengetahuan yang beroperasi di dalamnya bergerak secara produktif 

baik dalam konteks produsen wacana, maupun dalam proses 

produksi dan konstruksi wacana. Pertama, dalam produsen wacana, 

relasi kuasa pengetahuan mengalir melalui proses struktural dan 

kultural. Secara struktural, relasi kuasa mengalir melalui posisi yang 

diduduki oleh Husein Muhammad di dalam struktur relasi kuasanya. 

Sedangkan secara kultural, relasi kuasa bergerak melalui berbagai 



xiii 

 

medium kultural seperti perjumpaan intelektual dalam kerja-kerja 

bersama antar lembaga. Sebagai produsen wacana, Husein 

Muhammad tidak sekedar berupaya mengungkap makna dibalik teks-

teks agama yang diperdebatkan, maupun melakukan kritik sosial 

keagamaan yang dinilai diskriminatif bagi kelompok masyarakat 

tertentu, namun ia juga mengupayakan agar pandangan dan 

kehidupan sosial keagamaan kontemporer di Indonesia sejalan 

dengan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia universal. Kedua, 

dalam proses produksi wacana, relasi kuasa beroperasi secara 

negosiatif. Relasi kuasa beroperasi melalui kontrol terhadap 

hubungan Husein Muhammad dengan kebenaran pengetahuan dalam 

wacana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi kelompok masyarakat 

Indonesia yang mengalami diskriminasi. Ketiga, dalam produk 

wacana, meskipun wacana perlindungan Hak Asasi Manusia 

kontemporer yang diproduksi oleh Husein Muhammad terlihat 

mengadopsi ide-ide Hak Asasi Manusia universal, namun ia 

berupaya mengembangkannya secara adaptif dengan teks Al-Qur’an 

dan teks khazanah Islam Tradisional melalui kerangka reinterpretasi 

terhadap keduanya. Dengan tekniknya, Husein Muhammad berusaha 

menormalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

diupayakan melalui praktik pembacaan Al-Qur’an Kritis-Advokatif 

di tengah kalangan Islam Tradisional dan masyarakat Muslim 

Indonesia, yang sesungguhnya merupakan praktik afirmatif terhadap 

narasi Hak Asasi Manusia internasional. 

 

Kata Kunci: Husein Muhammad; Perlindungan Hak Asasi Manusia; 

Pembacaan Al-Qur’an Kritis Advokatif; Relasi Kuasa-Pengetahuan. 
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ABSTRACT 

 As a discourse, Husein Muhammad’s religious 

interpretation of the protection of Human Rights in contemporary 

Indonesia shows a multi-party production process involving from 

the National Commission on Women (Komnas Perempuan) to 

Civil Islamic Organizations throughout the country even 

international institutions. Although his cultural figure identity in 

Traditional Islam is highlighted in every discourse, these 

organizations’ involvement in the discourse, in particular as a 

Commissioner (2007-2014) and a member of Ethics Council 

(2015-2019) in –one of national human rights institutions– 

Komnas Perempuan, suggests the existence of interests in addition 

to his own as the producer of the discourse and The Qur’an 

interpretation. Therefore, this study is meant to elucidate Husein 

Muhammad’s interpretation; besides, it particularly aims at 

revealing the power-knowledge relation involving in the 

protection of contemporary Human Rights, i.e. the rights of non-

mainstream sexual-oriented groups (LGBT) discourse, and the 

minority rights of religious one and the rights for women. 

 This literature study refers to the determined theory and 

methodology with which collecting and analyzing data techniques 

utilizes. Data were obtained from studying Husein Muhammad’s 

literature works from 1999 to 2019, but only those in line with the 

subject of the study were taken. In-depth interviews with Husein 

Muhammad and other relevant and competent individuals were 

also conducted. Then, the collected data were analyzed using the 

genealogy theory from Michel Foucault and hermeneutics Al-

Qur’an. 

 The result shows that Husein Muhammad’s interpretation 

of Al-Qur’an in his talks about contemporary human rights 

protection is a critical-advocative Al-Qur’an reciting practice. The 

power-knowledge relation involved moves productively both as a 

discourse producer and in the process of producing and 
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constructing of discourses. First, as a producer, power-knowledge 

relation goes through structural and cultural processes. 

Structurally, the relation takes Husein’s position to go through, 

while interinstitutional intellectual meetings take the role 

culturally. Not only does he reveal behind the religious texts’ 

meanings being polemicized nor does he criticize discriminative 

treatments towards certain groups, indeed, he struggles for 

implementing human rights protection. Second, in the process of 

producing discourses, the power works in collaboration among 

arguments, legitimacy, and authorization. It effectively controls 

the relation between power and the knowledge on human rights 

protection for those who undergo discrimination. Third, in the 

sense of product, he explores texts in Al-Qur’an and other 

traditional Islamic treasures by re-interpreting despite adoptedly-

sensed human rights constructed by his power relation. With his 

technique, he soothed traditionalists Islam and other Muslims in 

Indonesia using the construction of human rights protection via 

the critical-advocative Qur’anic interpretation, which is actually 

an affirmative stand point against international human rights 

narration. 

Keywords: Husein Muhammad, the Protection of Human Rights, 

Critical-Advocative Qur’anic Interpretation, Power-Knowledge 

Relation. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang dijadikan pedoman bagi penulisan 

disertasi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama 

serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan Badan 

Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik 

Indonesia pada tahun 2003. Pedoman transliterasi tersebut adalah: 

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab 

dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

Alif Tidak 

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

Ba B Be 

Ta T Te 

Sa Ṡ  Es (dengan titik di 

atas) 

Jim J Je 

Ha Ḥ  ha (dengan titik di 

bawah) 

Kha Kh Ka dan ha 

Dal D De 

Zal Ż zet (dengan titik di 

atas) 

Ra R Er 

Zai Z Zet 

Sin S Es 

Syin Sy Es dan ye 
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Sad Ṣ  Es (dengan titik di 

bawah) 

Dad Ḍ  De (dengan titik di 

bawah) 

Ta Ṭ  Te (dengan titik di 

bawah) 

Za Ẓ  Zet (dengan titik di 

bawah) 

‘ain …’…. Koma terbalik di atas 

Gain G Ge 

Fa F Ef 

Qaf Q Qi 

Kaf K Ka 

Lam L El 

Mim M Em 

Nun N En 

Wau W We 

Ha H Ha 

Hamzah ….’…. Apostrof 

Ya Y Ye 

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. 

 

C. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

Fathah A a 

Kasrah I i 

Dammah U u 
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Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1. Kataba 

2. Żukiro 

3. Yażhabu 

 

D. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

Fathah dan 

ya 

Ai a dan i 

Fathah dan 

wau 

Au a dan u 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1. Kaifa 

2. Ḥaula 

 

E. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 

Fathah dan 

alif atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan 

ya 

Ī  i  dan garis di 

atas  

 Dammah dan 

wau  

Ū u dan garis di 

atas 
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Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Qāla 

2  Qīla 

3.  Yaqūlu 

4.  Ramā 

 

F. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, 

kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun 

transliterasinya /h/. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan 

dengan /h/. 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Raudah al-aṭ fāl / raudatul aṭ fāl 

2.  Ṭ alhah 

 

G. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda Syaddah atau 

Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda Syaddah itu. 

 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Rabbanā 

2.  Nazzala 

 

H. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu /l/. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata 

sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. Adapun kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan 

di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 

Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  ar-Rajulu 

2.  al-Jalālu 

 

I. Hamzah 

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di 

tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  

 

Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Akala  

2.  Ta’khudūna 

3.  An-Nau’u 

 

J. Huruf Kapital 

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf 

kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan 

seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf 

atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Wa mā Muhammadun illā rasūl 

2.  Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna 

 

K. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa 

dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. 

 

Contoh : 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

1.  Wa innallāha lahuwa khair ar-

rāziqīn / Wa innallāha lahuwa 

khairur-rāziqīn 

2.  Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna / 

fa auful kaila wal mīzān 
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para pengajar Program Studi Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh staf yang telah memberikan 

pelayanan selama proses studi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Deklarasi perlindungan Hak Asasi Manusia internasional lahir dari 

sebuah kesadaran bersama warga masyarakat dunia mengiringi 

pungkasnya peperangan panjang yang telah menginjak-injak hak 

asasi mereka dan mengorbankan tidak sedikit umat manusia. Pada 

tahun 1948, negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa akhirnya menyepakati dan mendeklarasikan 

Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Umum tentang 

Hak-Hak Asasi Manusia).1 Deklarasi perlindungan Hak Asasi 

Manusia internasional tersebut sebagai sebuah produk pemikiran, 

maka sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek 

yang membentuknya, seperti ideologi, politik maupun budaya yang 

melingkupinya. Perspektif ini menjadi alasan bagi adanya perdebatan 

oleh berbagai kalangan hingga saat ini menyangkut universalitas 

serta partikularitas hak-hak asasi manusia.    

Sejak awal, masalah universalitas dan relativitas Hak Asasi 

Manusia merupakan sumber perdebatan dan bahkan pertengkaran. 

Hal itu dinyatakan oleh Steiner dan Alston sebagai berikut:  

“The question of the „universal‟ or „relative‟ character of the 

rights declared in the major instruments of the human rights 

movement has been a source of debate and contention from the 

movement‟s start.”2 

Perdebatan antara dua ―ideologi‖ yang berbeda dalam penerapan 

Hak Asasi Manusia internasional untuk skala nasional, yaitu 

universalisme (universalism) dan relativisme budaya (cultural 

relativism) telah mewarnai perbincangan seputar Hak Asasi Manusia 

                                                           
1
 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1980), 120; 

dan Jimliy Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: 

Konstitusi Pers, 2005), 152-162. 
2
 Henry J. Steiner dan Philip Alston, International Human Rights in Context, 

Law, Politics, Moral (New York: Oxford University Press, 2000), 366. 
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internasional sejak awal hingga saat ini. Perdebatan ini terkait 

dengan dua teori yang memiliki pandangan yang saling bertolak 

belakang menyangkut gagasan dan penerapan hak asasi manusia, 

yaitu teori universalisme (universalism theory) dan teori relativisme 

budaya (cultural relativism theory).3 

Sejumlah negara Islam (yang tergabung dalam OKI) misalnya, 

menyambut naskah Hak Asasi Manusia internasional itu dengan 

berbagai keberatan karena bertumpu pada teori relativisme budaya. 

Oleh karena itu, sebagai respon terhadap Deklarasi Umum Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) mereka mendeklarasikan dua naskah Hak Asasi 

Manusia internasional berbasis Islam yang dikenal dengan The 

Universal Islamic Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh 

The Islamic Council of Europe pada 19 September 1981 dan The 

Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Kedua naskah ini telah 

diratifikasi oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi 

Islam) pada tahun 1990. 

Respon terhadap DUHAM juga diberikan oleh masyarakat 

Muslim dunia. Ada beberapa pandangan terhadap HAM 

internasional dalam ranah praksis kontemporer umat Islam, yang 

menurut Halliday -sebagaimana disebutkan oleh Mashood Baderin- 

bila dikategorikan maka terdapat empat pandangan yang berbeda, 

yaitu; pertama, pandangan yang menyatakan bahwa Islam selaras 

dengan hak asasi manusia internasional. Kedua, Hak Asasi Manusia 

                                                           
3
 Prinsip teori universalis bahwa HAM bersifat universal, sehingga HAM yang 

dimiliki oleh individu terlepas dari nilai-nilai atau budaya yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat atau pun yang ada pada suatu negara. Kelompok pengusung 

universalisme berpandangan bahwa keberadaan kebenaran moral itu bersifat lintas 

budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasikan secara rasional. Pandangan 

ini merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Universalisme 

menyatakan bahwa asal muasal dan perkembangan HAM tidak dapat terpisahkan 

dari perkembangan universalisme nilai moral. Sementara relativisme budaya, di sisi 

lain menolak pernyataan universalisme. Dalam pandangan relativisme, kebudayaan 

merupakan satu-satunya sumber keabsahan kaidah moral dalam hak asasi manusia. 

Oleh karenanya, HAM dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-

masing negara. Semua kebudayaan mempersembahkan nilai seperti hak hidup serta 

kesetaraan martabat yang harus dihormati. Berdasarkan argumentasi ini, para 

pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi HAM, apalagi bila 

didominasi oleh suatu budaya tertentu. Rhona K. M. Smith, dkk., Hukum Hak Asasi 

Manusia (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), 18-20. 
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sejati hanya bisa sepenuhnya diwujudkan di bawah ketentuan Islam. 

Ketiga, tujuan Hak Asasi Manusia internasional adalah agenda 

imperialis yang mesti ditentang. Keempat, Islam tidak selaras dengan 

Hak Asasi Manusia internasional. Ada tanggapan menarik kelima 

yang menurut Baderin telah dilewatkan oleh Halliday, yaitu 

pandangan bahwa Hak Asasi Manusia internasional memiliki tujuan 

agenda anti agama yang tersembunyi.4 

Dalam pandangan Baderin, sebagian besar Muslim yang 

mendukung pendapat ketidakselarasan DUHAM dengan Islam 

sebenarnya tidak dalam kerangka menentang konsep Hak Asasi 

Manusia per se. Pendapat mereka lebih mencerminkan kekecewaan 

dan protes terhadap hegemoni Barat dan dengan demikian protes 

terhadap ideologi yang dianggap telah diperjuangkan oleh bangsa-

bangsa Barat. Mereka kerap merujuk pada ―standar-standar ganda‖ 

Barat dan ketimpangan umum mereka dalam memberikan reaksi atas 

pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di bawah rezim-rezim 

―Islam‖ dan ―non-Islam‖ sebagai bukti kurang tulusnya sistem Hak 

Asasi Manusia internasional.5 

                                                           
4
 Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia 

dan Hukum Islam, terjemah oleh Musa Kadzim dan Edwin Arifin (Jakarta: Komnas 

HAM, 2010), 11-12. Lihat juga dalam versi aslinya; Mashood A. Baderin, 

International Human Rights and Islamic Law, (New York: Oxford University Press, 

2003), 16. 
5
 Ibid., 14. Bederin mengutip pandangan seorang kritikus Mesir, ‗Ismat Sayf al-

Dawla, yang sering dikutip telah mencemooh Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia dalam kata-kata berikut: 

“Saya mesti mengakui bahwa saya bukan pendukung Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada 10 Desember, 1948. Sejarah peradaban kita telah mengajarkan kita untuk 

waspada terhadap kata-kata besar dan mulia, lantaran kenyataan sejarah kita 

mengajarkan bagaimana kata-kata besar dan mulia itu bisa beralih menjadi 

kejahatan- kejahatan keji. Kita tidak bisa melupakan bahwa para pemrakarsa 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan warga biasa Perancis ialah 

orang-orang sama yang sejenak setelah itu, dan sebelum tinta pada lembaran 

Deklarasi mengering, menyusun serangan dan mengirimkan pasukan mereka di 

bawah jenderal favorit mereka, Napoleon, ke Mesir. Kita tidak bisa lupa bahwa 

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia pada tahun yang sama juga mengakui negara 

Zionis yang mencaplok Palestina dan merampas semua hak rakyat yang 

ditetapkan dalam Deklarasi, termasuk hak hidup.” 
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Pandangan terakhir, yang ditambahkan Baderin, bahwa tujuan 

Hak Asasi Manusia internasional mengandung agenda anti agama 

yang terselubung juga diakibatkan oleh beberapa kecurigaan di 

tengah-tengah Muslim, yaitu bahwa setelah adanya pemisahan 

Gereja dengan negara di dunia Barat, Barat berniat melakukan hal 

yang sama pada dunia Muslim. Melalui ―crusade” Hak Asasi 

Manusia internasional, Barat ingin menggantikan keimanan Islam 

dengan ideologi baru humanisme internasional dalam upaya 

menyingkirkan religiusitas secara utuh dari tatanan dunia. 

Menurutnya, ini bukan opini yang ditorehkan oleh pemerintahan-

pemerintahan dunia Muslim saja, melainkan juga dipegang oleh 

banyak individu Muslim yang hendak dilindungi oleh Hak Asasi 

Manusia internasional.6 

Polemik wacana Islam dengan Hak Asasi Manusia international 

yang dipaparkan Bederin di atas, dalam konteks Islam di Indonesia 

diuraikan oleh Gus Dur, bahwa peran yang dimainkan oleh Islam 

dalam bidang HAM di Indonesia ditentukan oleh dinamika 

ketegangan tiga kutub yang saling berhubungan. Kutub pertama, 

adalah yang berpandangan bahwa Islam sebagai suatu agama yang 

klaim universalnya melampaui keberadaan hak-hak asasi manusia. 

Kutub kedua adalah pandangan tentang hak asasi universal yang 

didasarkan konsep modern dan sekuler. Kutub ketiga adalah yang 

mengusulkan interpretasi dasar-dasar Hak Asasi Manusia oleh negara 

sesuai dengan kepentingan nasionalnya sendiri.7 

Dalam pandangan Gus Dur, Islam sebagai kekuatan politik dan 

sosial di Indonesia dipecah-belah dalam isu hak asasi manusia, 

khususnya dengan strategi kooptasi negara. Kelompok-kelompok 

Islam cenderung mendukung pandangan relativisme budaya terhadap 

Hak Asasi Manusia karena dua alasan, yang pertama adalah alasan 

ideologis dan yang kedua adalah alasan strategis. Alasan yang 

pertama adalah penolakan mereka terhadap nilai-nilai Barat dan 

                                                           
6
 Ibid., 14-15. 

7
 Muhammad A. S. Hikam, Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil 

Society (Erlangga, 2000), 26. 
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sekuler, sedangkan yang kedua adalah strategi jangka panjang 

islamisasi politik.8 

Dalam situasi yang demikian, para pendukung Hak Asasi 

Manusia di kalangan kelompok Islam menghadapi tekanan yang 

besar dari kedua sisi, baik negara maupun kelompok-kelompok 

Islam. Suara mereka cenderung didiamkan, dipinggirkan dan bahkan 

ditekan, yang mempersulit mereka untuk berpartisipasi secara 

terbuka dalam diskursus dan praktek yang berkenaan dengan upaya 

advokatif dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia kelompok-

kelompok terdiskriminasikan di Indonesia. Sebagai akibatnya, 

banyak diskursus dalam kasus-kasus Hak Asasi Manusia 

kontemporer di Indonesia yang memiliki hubungan dengan doktrin 

keislaman tidak banyak mendapatkan tanggapan bulat dari para 

pendukung HAM di kalangan kelompok Islam. Diantara diskursus 

yang dimaksud adalah menyangkut hak minoritas kelompok sosial 

berdasarkan orientasi seksual yaitu LGBT, hak minoritas kelompok 

beragama/berkeyakinan seperti dalam kasus Ahmadiyah dan Hidup 

Dibalik Hidup, dan hak-hak kelompok tersubordinasi, yaitu 

perempuan. Oleh karenanya, wacana yang bergulir tentang ketiganya 

direspon oleh publik Islam di Indonesia sebagai sesuatu yang 

kontroversial. 

Dalam kasus LGBT, gagasan umum yang digunakan masyarakat 

Indonesia untuk memandang kelompok ini, bahwa seksualitas 

merupakan sesuatu yang terberi dan tidak dapat diubah. Pandangan 

ini selain ditopang oleh penjelasan ilmiah juga dikuatkan oleh 

doktrin agama dan budaya, sehingga kelompok orang yang 

seksualitasnya tidak seirama dengan cara berfikir konseptual 

pandangan tersebut dianggap sebagai abnormal. Hal ini yang menjadi 

alasan kenapa LGBT dinilai sebagai kelompok abnormal. Sebagai 

akibat dari pandangan ini, perlakuan diskriminatif dan kekerasan 

dianggap wajar untuk menghukumi kelompok LGBT yang dianggap 

tidak normal itu.  

                                                           
8
 Ibid., 34. 
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Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh kelompok LGBT 

sebagaimana dicatat oleh Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas 

Perempuan meliputi 3 macam kekerasan; seksual, fisik dan 

emosional.9 Sementara itu, kelompok LGBT ini juga menerima 

perlakuan diskriminatif dari masyarakat, yaitu diskriminasi untuk 

mendapatkan pekerjaan, diskriminasi dalam hal akses terhadap 

keadilan, dan diskriminasi dalam pemilihan pasangan.10 Gambaran 

secara nasional dan detail bagaimana orang-orang LGBT hidup di 

Indonesia dilaporkan oleh USAID-UNDP.11 Sedangkan studi kasus 

yang memotret diskriminasi itu dilaporkan oleh Arus Pelangi 

bekerjasama dengan TIFA.12 

Diskriminasi terhadap hak asasi warga negara di Indonesia tidak 

hanya diterima oleh kelompok LGBT di atas, perenggutan hak-hak 

asasi juga dialami oleh para pengikut Ahmadiyah. Diskriminasi itu 

berawal dari pandangan yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran 

sesat. Berbagai seminar yang mengkaji Ahmadiyah, khususnya yang 

diadakan dan diprakarsai FPI dan LPPI di Masjid Istiqlal dan IAIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, di Masjid Al-Hurriyah IPB Bogor, di 

Masjid Al-As‘ary UNISBA Bandung, atau buku-buku yang beredar 

umumnya menggiring opini tentang kesesatan Ahmadiyah. Lihat 

misalnya karya M. Amin Djamaluddin yang berjudul Ahmadiyah dan 

Pembajakan Al-Qur‟an, dan tulisan Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan 

Faham Sesat di Indonesia. 13 

Opini sebagian masyarakat di atas semakin mengkristal dan 

menjadi pandangan umum seiring dengan diterbitkannya Fatwa MUI 

                                                           
9
 Divisi Litbang dan Pendidikan Komnas Perempuan, ―Dari Suara Lesbian, Gay, 

Bisexual, Dan Transgender (LGBT) - Jalan Lain Memahami Hak Minoritas,‖ (ttp.: 

t.p., t.t.) 
10

 United States Department of State - Bureau of Democracy, Human Rights 

and Labor, Indonesia 2013 Human Rights Report-Country Reports on Human 

Rights Practices for 2013, 2013. 
11

 Ariyanto dan Rido Triawan, Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!? Studi Kasus 

Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI, ed. ke-1 (Jakarta: Arus Pelangi & 

Yayasan Tifa, 2008). 
12

 Ibid. 
13

 Moh. Sulhan, Asep Kurniawan, dan Dedi Djubaedi, Kontestasi Tafsir 

Agama: Akar Kekerasan Minoritas dan Problem Pluralisme (Kuningan: Crisis 

Press, 2007), 44–45. 
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Kuningan nomor 86/MUI-KFH/X/2004 tentang penyimpangan 

ajaran Ahmadiyah, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara 

Muspida, Pimpinan DPRD, MUI, dan Ormas Islam tertanggal 3 

Nopember 2003 tentang pelarangan Jama‘ah Ahmadiyah di 

Kabupaten Kuningan.  

Akibat fatwa dan SKB tersebut, kebebasan Ahmadiyah dalam 

melaksanakan aktifitas ibadah menjadi terenggut. Tuntutan 

pembubaran semakin memuncak dan buntutnya berupa perusakan 38 

rumah milik jama‘ah Ahmadiyah, penyegelan tempat ibadah dan 

masjid dan tempat pendidikan milik Ahmadiyah. Perilaku yang 

ditujukan ke Ahmadiyah ini disebut sebagai bentuk hukuman akibat 

tidak diindahkannya fatwa dan SKB tersebut. Tidak sampai disitu 

saja, orang-orang Ahmadiyah juga tidak bisa memperoleh KTP, tidak 

diproses pernikahannya, dan harus mencari tempat lain di luar 

Kuningan.14 

Disharmoni di atas akhirnya mencuat menjadi isu nasional yang 

direspon oleh MUI Pusat dan Pemerintah Pusat. Musyawarah 

Nasional (MUNAS) VII MUI tanggal 26-29 Juli 2005 M./19-22 

Jumadil Akhir 1426 H, dengan menegaskan kembali fatwa dan 

keputusan MUNAS II MUI tahun 1980 tentang Ahmadiyah sebagai 

aliran yang berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta 

menghukumi orang yang mengikutinya sebagai murtad (telah keluar 

dari Islam). Dalam fatwa tersebut juga dinyatakan bahwa pemerintah 

berkewajiban untuk melarang penyebaran faham aliran Ahmadiyah 

di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua 

tempat kegiatannya.15  

Setelah Indonesia dihebohkan oleh label sesat yang alamatkan 

kepada Ahmadiyah di atas, pada akhir 2007 riak-riak penyesatan 

juga mulai digulirkan dan dialamatkan kepada tidak sedikit 

komunitas keyakinan dan keagamaan di Indonesia, di antaranya 

adalah yang berada di Cirebon, yaitu HDH (Hidup Dibalik Hidup). 

                                                           
14

 Ibid., 78–79. 
15

 Bidang Aqidah dan Aliran Keagamaan, ―Penjelasan Tentang Fatwa Aliran 

Ahmadiyah,‖ dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat, 

2009), 106-118. 
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Bukan hanya masyarakat yang menyesatkan komunitas ini, Majlis 

Ulama' Indonesia (MUI) Cirebon pun mengeluarkan fatwa dan 

menyatakan bahwa HDH adalah sesat.16 Pernyataan kesesatan HDH 

diperkuat oleh kesimpulan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat.17 

Apabila diskriminasi hak-hak asasi pada kasus di atas 

dilatarbelakangi oleh pandangan yang menyatakan LGBT sebagai 

kelompok menyimpang dari kodrat dan abnormal, sementara 

Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup sebagai aliran sesat, maka 

diskriminasi Hak Asasi Manusia yang diterima oleh perempuan di 

Indonesia dilatarbelakangi oleh pandangan patriarkhis yang 

menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk subordinat, yang 

berakibat pada marjinalisasi mereka sehingga berujung pada 

kekerasan terhadap mereka. 

Praktik marjinalisasi terhadap kaum perempuan terjadi di 

berbagai arena, mulai dari dalam pekerjaan hingga di masyarakat, 

rumah tangga dan bahkan negara. Proses yang melatarbelakangi 

marjinalisasi bisa berasal dari tafsir keagamaan. Sebagai contoh, 

tafsir agama yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi 

perempuan, perempuan adalah bagian dari (tulang rusuk) laki-laki, 

dan bagian warisan perempuan dengan jumlah setengah dari bagian 

laki-laki.18 

Fenomena diskriminasi hak-hak asasi terhadap kelompok-

kelompok sosial di atas telah menarik perhatian dari sidang Dewan 

HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Human Rights 

Council), sehingga mereka mempertanyakan proteksi negara 

Indonesia atas kebebasan beragama, perlindungan minoritas, dan 

kebebasan berekspresi. Sidang tersebut menghasilkan rekomendasi 

yang tertuang dalam Universal Periodic Review. Dalam tinjauan 

berkala tentang pelaksanaan HAM oleh Dewan HAM Perserikatan 

Bangsa-Bangsa ini, Indonesia dipersoalkan komitmennya 

                                                           
16

 Marzuki dan Agus Idris, ―Polemik Tuduhan Sesat Majlis Ta‘lim Hidup 

Dibalik Hidup (DHD) Cirebon,‖ dalam Membangun Kebersamaan dalam 

Keragaman; Potret Dari Cirebon (Cirebon: Fahmina Institute, 2014), 9. 
17

 Ibid., 14. 
18

 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), 15. 
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menyangkut empat hal berkaitan dengan Hak Asasi Manusia; 

pertama, toleransi; kedua, kebebasan beragama; ketiga, minoritas; 

dan keempat, penghormatan pada perempuan.19 

Husein Muhammad merupakan seorang ulama‘ yang hidup di 

tengah hegemoni pandangan umum masyarakat Indonesia yang 

berujung pada terjadinya diskriminasi hak-hak asasi warga negara 

Indonesia di atas (LGBT, Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup, dan 

perempuan). Namun, ia justru menunjukkan pandangan-pandangan 

yang menentang dan berseberangan dengan gagasan umum tersebut. 

Ia bahkan secara tegas menunjukkan keberpihakan dirinya pada 

penyemaian ide-ide Hak Asasi Manusia dalam ruang kehidupan 

Indonesia kontemporer. Selain memproduksi wacana-wacana 

bertajuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang berbasis pada 

pembacaan Al-Qur‘an,20 ia juga melakukan berbagai upaya untuk 

mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial yang 

mengalami diskriminasi di Indonesia di atas. 

Husein Muhammad atau Buya Husein –begitu sapaan akrabnya–  

dalam menanggapi berbagai isu dan kasus Hak Asasi Manusia di 

                                                           
19

 Disarikan dari transkrip wawancara Human Rights Wacht Group dan Komnas 

Perempuan (Kompas, 22 Mei 2012), 3. HAM yang dipersoalkan oleh Dewan HAM 

PBB di atas penulis jadikan sebagai kerangka umum dalam riset ini untuk 

mengungkap diskursus-diskurus Husein Muhammad di tengah kontestasi Islam 

Indonesia terhadap wacana HAM Pasca Orde Baru. Sementara itu, kajian HAM 

dalam penelitian ini mengacu pada kasus spesifik HAM di Indonesia yang 

merupakan bagian dari empat isu yang disinggung dalam Universal Periodic 

Review di atas. Kajian yang penulis maksudkan yaitu; (1) Hak minoritas kelompok 

sosial berdasarakan orientasi seksual yaitu LGBT, (2) Hak minoritas kelompok 

beragama/berkeyakinan dalam kasus Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup dan (3) 

Hak perempuan.    
20

 Istilah ―Pembacaan Al-Qur‘an‖ pada penelitian ini bukan berarti ―tilawah‖ 

ataupun ―qira‟ah‖ sebagaimana yang digunakan dalam MTQ (Musabaqah Tilawah 

Al-Qur‟an), namun ia memiliki arti yang sama dengan penafsiran Al-Qur‘an yang 

dalam bahasa Arab disebut dengan ―tafsir‖ atau ta‟wil‖. Penulis menggunakan 

istilah ini dalam beberapa tempat dengan alasan bahwa pertama, penggunaan istilah 

pembacaan merujuk pada salah satu istilah dalam triadik hermenutik yang 

menggunakan kata reader (pembaca) dengan arti mufassir (penafsir), dan kedua, 

istilah pembacaan sering digunakan oleh para tokoh dalam studi Al-Qur‘an 

kontemporer untuk menunjukkan aktifitas yang sama dengan aktifitas penafsiran itu 

sendiri. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan makna antara pembacaan dengan 

penafsiran dalam penggunaannya di penelitian ini, keduanya memiliki arti yang 

sama sebagai aktifitas penafsiran. 
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Indonesia kontemporer di atas berada pada kategori yang disebut 

oleh Baderin sebagai kalangan Islam yang berpandangan bahwa 

Islam selaras dengan Hak Asasi Manusia internasional, dan dalam 

istilah Gus Dur disebut sebagai pendukung Hak Asasi Manusia di 

kalangan kelompok Islam. Oleh karena itu, Husein Muhammad 

mengupayakan berbagai argumen dalam wacana yang ia produksi 

tentang hubungan antara Islam dengan Hak Asasi Manusia dan 

mempersoalkan pandangan kelompok Islam yang menolak DUHAM 

(Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) dengan menganggap 

Deklarasi Kairo sebagai penggantinya.21 

―Adalah menarik untuk mengemukakan sebuah deklarasi Hak 

Asasi yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi 

Kairo ini merupakan dokumen Hak Asasi Manusia di tingkat 

regional yang secara khusus ditujukan bagi Negara-negara 

anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dengan statusnya 

yang demikian, deklarasi ini bukan merupakan pengganti 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melainkan 

dapat melengkapinya. Karena itu ia merupakan deklarasi Hak 

Asasi Manusia menurut Islam‖ 22 

Respon Husein Muhammad terhadap diskriminasi hak-hak 

minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), 

hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup 

Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan sebagaimana yang disoroti 

oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) di atas, ia 

tunjukkan melalui produksi wacana yang berseberangan dan 

menantang pandangan umum di lingkungan kulturalnya (dunia 

pondok pesantren), wilayah regionalnya di Cirebon dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya tentang ketiga entitas manusia yang 

didiskriminasikan itu. Di antara topik dalam wacana yang 

dikonstruksi oleh Husein Muhammad adalah tentang toleransi;23 

                                                           
21

 Husein Muhammad, ―Wawancara dengan K.H. Husein Muhammad di Ponpes 

Darut Tauhid Arjowinangun Cirebon Jawa Barat,‖ 6 Juni 2016. 
22

 Husein Muhammad, ―Islam dan HAM,‖ 28 April 2012. 
23

 Husein Muhammad, Toleransi Islam; Hidup Damai Dalam Masyarakat 

Plural (Cirebon: Fahmina Institute, 2015), 2–5. 
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kebebasan beragama;24 disingkirkannya hak-hak kelompok 

minoritas, seperti Ahmadiyah dan LGBT;25 hingga penghormatan 

pada perempuan.2627 

Dengan melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur‘an, 

Husein Muhammad menggarisbawahi wacana perlindungan Hak 

Asasi Manusia tersebut bahwa Al-Qur‘an sebagai sumber norma bagi 

umat Islam, sejatinya memerintahkan mereka untuk berlaku dan 

bersikap adil kepada semua orang, baik kawan maupun lawan, orang 

saleh maupun pendosa, orang kaya maupun miskin, muslim maupun 

non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Keadilan harus 

ditegakkan dalam kondisi dan situasi apapun. Semua orang, apapun 

agama, etnik, ras, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya, 

harus diperlakukan secara setara dan adil.28 

Selain giat memproduksi wacana yang mempersoalkan pandangan 

umum masyarakat Indonesia dalam diskursus Hak Asasi Manusia 

kontemporer di atas, –yang juga menjadikan Husein Muhammad 

dikenal sebagai figur yang berpihak pada perlindungan Hak Asasi 

Manusia adalah– ia juga aktif melakukan aktivisme sosial bersama 

dengan jejaring aktivis Hak Asasi Manusia di Indonesia. Praktik 

aktivisme sosial pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid ini dalam 

Hak Asasi Manusia dilakukan secara tersistem dan terorganisir 

melalui lembaga yang didirikannya, yaitu Fahmina Institute, dan 

dengan keterlibatannya di dalam LSM-LSM yang mengusung 

wacana dan gerakan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia 

seperti Rahima, Puan Amal Hayati, Balqis, Wahid Institute, 

Desantara, KPPI, ICIP, dan PKBI. Oleh karena itu, di luar aktivisme 

                                                           
24

 Ibid., 20. 
25

 Husein Muhammad, ―Wawancara dengan K.H. Husein Muhammad di Ponpes 

Darut Tauhid Arjowinangun Cirebon Jawa Barat.‖ 6 Juni 2016. 
26

 Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai 

Pesantren (Fahmina Institute, 2004), 80. 
27

 Husein Muhammad, ―Khazanah: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan 

(Perspektif Islam),‖ dalam Tanasul: Risalah Kesehatan untuk Kemaslahatan, Vol. 

20, Maret 2015. 
28

  Husein Muhammad, Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan 

Hak-Hak Seksualitas (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2011), 

49. 
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sosial yang dilakukan bersama dengan mereka, wacana-wacana yang 

diproduksi oleh Husein Muhammad pun juga banyak yang 

diterbitkan dan dihadirkan di tengah publik atas kerjasama yang ia 

jalin dengan mereka. 

Dengan demikian, pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad 

tentang perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah wacana 

yang ditopang oleh aktivisme sosialnya diatas, jika ditinjau dari 

perspektif pembacaan Al-Qur‘an maka tidak bisa dilepaskan dari 

berbagai unsur hermeneutis yang berkelindan, mulai dari konteks 

sosio kultural dalam kesejarahannya,29 psikologi individualnya,30 

paradigma yang ia gunakan,31 hingga beberapa unsur lainnya yang 

termasuk dalam subjektifitasnya. Sementara itu, dengan 

menggunakan perspektif Foucault yang menyatakan bahwa tidak ada 

wacana tanpa dipengaruhi kuasa, demikian juga sebaliknya, tidak ada 

kuasa tanpa pengetahuan,32 maka pembacaan Al-Qur‘an Husein 

Muhammad tentang perlindungan hak-hak asasi manusia di 

Indonesia sebagai sebuah wacana, tidak bisa dilepaskan dari relasi 

kuasa pengetahuan yang turut mempengaruhi.  

Wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad tentang 

hubungan integratif antara Islam dengan Hak Asasi Manusia dan 

kritiknya terhadap pandangan kelompok Islam yang menolak 

DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) misalnya, jika 

ditilik dengan perspektif Foucault di atas, harus dilihat sebagai 

sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan Komnas HAM 

dan Komnas Perempuan. Karena wacana Husein Muhammad 

tersebut diproduksi di atas panggung yang disediakan oleh keduanya. 

Begitu pula pandangan Husein Muhammad yang mengulas hak-hak 

minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), 

                                                           
29

 Farid Esack, Qur‟an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of 

Interreligious Solidarity against Oppression (Oxford: Oneworld Publication, 

19976), 76. 
30

 Muhammad ‗Abid Al-Jabiri, Takwin al-„Aql al-„Arabi (Beirut: Al-Markaz al-

Tsaqafi al-‗Arabi, 1991), 61. 
31

 Grant S. Osborne, The Hermeneutical Spiral (Downer Grove, Illinois 

Intervarsity Press, 1991), 401. 
32

 Michel Foucault, Power/Knowledge (UK: Harvester Press, 1982), 27. 



13 

 

 

hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup 

Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan, menunjukkan adanya 

banyak relasi kuasa yang berkelindan dalam proses produksi 

wacananya.  

Dalam wacana perlindungan hak-hak minoritas kelompok sosial 

berdasarkan orientasi seksual (LGBT), ia ditopang oleh PKBI 

(Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) dan lembaga 

internasional. PKBI menjadi sponsor dalam proses produksi dan 

penerbitan wacananya itu. Sementara dalam wacana perlindungan 

hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup 

Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan tidak bisa dilepaskan dari 

keberadaan dirinya sebagai aktivis di Fahmina Institute, Komisioner 

dan Dewan Etik di Komnas Perempuan, dan relasinya dengan Gus 

Dur, Lakpesdam NU, dan para pemikir dan aktivis Islam progresif 

serta NGO-NGO Islam Sipil di Indonesia.  

Keberadaan Komnas Perempuan, PKBI, berbagai tokoh dan 

jejaring NGO Islam Sipil dalam proses produksi wacana Husein 

Muhammad, dalam berbagai bentuk peran yang berbeda-beda, 

mengindikasikan adanya relasi kuasa mereka terhadap pembacaan 

Al-Qur‘an Husein Muhammad menyangkut perlindungan hak asasi 

manusia. Relasi kuasa ini paling tidak memunculkan tiga persoalan 

akademik. Pertama, tentang beroperasinya hubungan kepentingan 

dari organ-organ tersebut disamping kepentingan Husein Muhammad 

sendiri sebagai produsen wacana tentang perlindungan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia kontemporer. Ada kepentingan apa mereka 

memberikan beragam bentuk dukungan kepada Husein Muhammad 

untuk memproduksi wacana tentang perlindungan Hak Asasi 

Manusia?.  

Kedua, tentang pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad 

menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah 

wacana yang diproduksi di tengah demokratisasi Islam di Indonesia 

dan bersamaan dengan menguatnya polemik isu diskriminasi 

terhadap hak-hak minoritas kelompok sosial berdasarkan orientasi 

seksual (LGBT), hak-hak minoritas kelompok berkeyakinan 

(Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan hak-hak perempuan. 
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Dalam poin ini, bagaimana Hak Asasi Manusia secara umum dan 

secara khusus yang menyangkut hak-hak asasi minoritas kelompok 

sosial berdasarkan orientasi seksual (LGBT), hak-hak minoritas 

kelompok berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik Hidup) dan 

hak-hak perempuan, dikonstruksi oleh Husein Muhammad di tengah 

situasi sosial politik di Indonesia kontemporer? Apakah konstruksi 

hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia dalam berbagai isu 

diskriminasi di Indonesia kontemporer yang dia rumuskan sekedar 

mewakili dan mengukuhkan kepentingan relasi-relasi kuasanya?  

Ketiga, tentang alasan Husein Muhammad memproduksi wacana-

wacananya tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembacaan 

Al-Qur‘an kontemporer melalui dan dalam jejaring Islam Sipil dan 

pemerintahan. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa Husein 

Muhammad tidak lebih menempuh jalan yang lain dengan 

memproduksi wacana-wacananya tersebut secara mandiri tanpa 

mengupayakan legitimasi dan dukungan dari mereka? Apakah hal ini 

merupakan teknik, strategi, dan bentuk upayanya agar wacana 

polemik dan minor yang dia produksi tidak mendapatkan respon 

resisten dan bahkan bisa diterima oleh audien wacana yang dituju? 

Dalam istilah Foucault disebut normalisasi, yaitu bahwa setiap 

wacana dikonstruksi agar menjadi norma atau aturan yang dianut dan 

dirujuk dalam bersikap dan berperilaku. Disiplin merupakan teknik 

normalisasi wacana sehingga menjadi kekuasaan yang diterima. 

Ketiga problem akademik di atas menjadi dasar disertasi yang 

menekankan fokus kajian pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan 

pembacaan Al-Qur‘an kontemporer Husein Muhammad ini disusun 

dalam kerangka kerja penelitian akademik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dan dalam rangka agar penelitian 

ini terfokus dan terarah, maka penulis menyusun rumusan masalah 

penelitian ini dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana 

berikut: 

1. Bagaimana konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 

wacana tafsir agama kontemporer Husein Muhammad? 
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2. Bagaimana praktik pembacaan Al-Qur‘an dalam wacana 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein 

Muhammad? 

3. Bagaimana dinamika produksi wacana dan relasi kuasa dalam 

pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad tentang 

perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan yang mendorong dilakukannya penelitian ini, 

yaitu: 

1. Memaparkan konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia 

dalam wacana tafsir agama kontemporer Husein Muhammad. 

2. Menguraikan praktik pembacaan Al-Quran dalam wacana 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein 

Muhammad. 

3. Menjelaskan dinamika produksi wacana dan relasi kuasa 

dalam pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad tentang 

perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.  

4. Menguraikan normalisasi wacana perlindungan Hak Asasi 

Manusia kontemporer di Indonesia yang dikonstruksi oleh 

Husein Muhammad. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang relasi antara diskursus Hak Asasi Manusia pasca 

kontemporer dengan penafsiran Al-Qur‘an oleh seorang tokoh –

dalam penelitian ini yaitu Husein Muhammad– yang dikaitkan 

dengan realitas demokratisasi umat Islam Indonesia ini merupakan 

kajian pemikiran tokoh kontemporer dalam Studi Al-Qur‘an.  

Penelitian ini, oleh karena itu, bermanfaat dalam mengungkap 

aspek genealogis pemikiran tokoh yang mendialogkan Al-Qur‘an dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer di Indonesia, dan 

menganalisis relasi kuasa pemikirannya dengan jejaring aktivisme 

sosial kemanusiaan. Potret relasi kuasa dalam intelektualisme Al-

Qur‘an dengan jejaring aktivisme sosial yang diformulasikan oleh 

seorang pemikir dalam studi Qur‘an –dalam hal ini Husein 
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Muhammad– dimaksudkan agar memberikan manfaat juga bagi 

pengembangan paradigma penafsiran Al-Qur‘an kontemporer.  

Selain manfaat di atas, penelitian terhadap pembacaan Al-Qur‘an 

Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 

konteks demokrasi Indonesia ini akan memberikan kontribusi lain 

bagi studi Qur‘an berupa diungkapnya gambaran tentang posisi dan 

keterlibatan kesarjanaan Al-Qur‘an dalam merespon, membincang 

dan menyikapi secara praksis isu-isu Hak Asasi Manusia 

kontemporer. Gambaran ini bisa menjadi kerangka pijak bagi 

dinamisasi studi Al-Qur‘an untuk kemanusiaan, serta pemikiran dan 

gerakan sosial-keagamaan umat Islam di Indonesia dalam kaitannya 

dengan perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer. 

 

E. Kajian Pustaka 

Pada kajian pustaka ini, penulis memetakan dua kluster objek kajian 

yang berhubungan dengan kajian dalam disertasi ini. Dua kluster 

tersebut adalah: pertama, yaitu kajian tentang pemikiran Husein 

Muhammad, dan kedua yaitu kajian tentang perlindungan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia kontemporer yang dikaitkan dengan wacana 

keislaman. 

Kajian terhadap pemikiran Husein Muhammad telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pada tahun 2012 misalnya, Tutik 

Hamidah melakukan studi kritis terhadap ushul fiqh dengan 

mengevaluasi metode istinbath yang digunakan oleh Husein 

Muhammad dalam mereaktualisasikan fiqih perempuan berbasis 

kesetaraan gender. Pendekatan yang digunakan adalah ilmu ushul 

fiqh, dengan menganalisa penggunaan metode istinbath yang 

digunakan Husein Muhammad dengan ilmu ushul fiqh. Kesimpulan 

yang dihasilkan oleh penelitian ini bahwa metode istinbath Husein 

Muhammad dilakukan dengan meletakkan aspek ideal Al-Qur‘an 

sebagai landasan untuk memahami ayat-ayat yang menjelaskan 

peraturan tertentu. Sementara ayat yang menjelaskan peraturan 

tertentu harus dipahami secara kontekstual. Dengan metode itu, 

hukum Islam menjadi fleksibel. Metodenya adalah kombinasi dari 

kulliyyāt-juziyyāt milik Imam Syatibi, taghyīr al-hukm produk Imam 
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Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad Musthafa Syalabi. Dengan 

demikian, metode yang digunakan oleh Husein Muhammad bukanlah 

penyimpangan dari ilmu pengetahuan Ushul Fiqh dan bisa dijadikan 

alternatif metode pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.33 

Pada tahun berikutnya, 2013, masih dalam perspektif disiplin 

hukum Islam namun bukan dalam wilayah metodologis yang 

substantif, Samsul Zakaria meneliti pemikiran Husein Muhammad 

yang dikomparasikan dengan pemikiran Musdah Mulia dalam isu 

kepemimpinan perempuan. Dengan perspektif hukum Islam, Zakaria 

menganalisis pemikiran keduanya dan menyimpulkan bahwa Husein 

Muhammad berpandangan jika Syariah tidak menyuguhkan secara 

tegas ajaran praktis tentang kepemimpinan perempuan. Namun 

secara substantif, Syari‘ah menggariskan doktrin bahwa wanita 

memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di 

ruang publik.34  

Penelitian yang bermaksud mengungkap nalar feminis dalam 

pemikiran Husein Muhammad di atas, ditarik ke dalam pertanyaan 

yang lebih fundamental oleh peneliti yang lain, yaitu Susanti.35 Ia 

mempertanyakan pemikiran feminisme Husein Muhammad dengan 

mengajukan pertanyaan; manakah yang paling tepat antara 

memasukkan Husein Muhammad ke dalam kategori feminis Muslim 

atau kah feminis liberal? Untuk menjawab pertanyaan ini, Susanti 

justru tidak mengkaji pemikiran Husein Muhammad tentang 

kepemimpinan perempuan di atas, ia menelaah pemikiran Husein 

Muhammad yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Analisis 

sosiologis yang dia gunakan, menghasilkan kesimpulan Husein 

Muhammad lebih tepat dikelompokkan sebagai feminis Muslim. 

                                                           
33

 Tutik Hamidah, ―Tinjauan Terhadap Ushul Fiqh Jumhur ‗Ulama (Studi 

Metode Istinbath Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender‖, dipresentasikan 

di 12
th
 AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies), (Surabaya: 

IAIN Sunan Ampel, 2012). 
34

 Samsul Zakaria, ―Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam 

(Studi Komparatif Antara Pemikiran Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah 

Mulia,” dalam Jurnal KHAZANAH, Vol. 6 No.1 Juni 2013. 
35

 Susanti, ―Husein Muhammad Antara Feminis Muslim dan Feminis Liberal‖, 

dalam Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 4, Nomor 1, Juni 

2014. 
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Argumentasinya karena ia masih mengakomodir doktrin-doktrin 

Islam dalam mengulas isu feminisme.  

Kesimpulan yang dipaparkan oleh Tutik Hamidah pada risetnya 

tahun 2012 di atas, diperkokoh oleh riset yang dilakukan oleh 

Marhumah (2016). Jika riset Hamidah menyimpulkan bahwa 

istinbath hukum Husein Muhammad memiliki akar dalam Ushul 

Fiqh, maka “istinbath” Husein Muhammad dalam membaca hadits 

misoginis memiliki akar dalam tradisi ulumul hadits, yaitu kritik 

sanad dan matan. Penelitian ini sekaligus memperkuat argumentasi 

bagi kesimpulan Susanti (2014) bahwa Husein Muhammad adalah 

feminis Islam, bukan feminis liberal. Karena istinbath dan metode 

kritik haditsnya masih memegangi disiplin ushul fiqh dan ulumul 

hadits.36 

Orientasi yang dirancang pada penelitian Marhumah di atas 

adalah untuk mengungkap paradigma yang digunakan oleh Husein 

Muhammad ketika membaca teks Hadits. Kesimpulan yang 

ditunjukkan adalah kritisisme sebagai paradigma membaca teks 

Hadits. Argumentasinya adalah bahwa Husein Muhammad tidak 

sekedar menerima teks berdasarkan otentisitasnya, namun juga 

konten yang dikandungnya. Peneliti akan menguji temuan itu, dalam 

objek teks yang berbeda, yaitu Al-Qur‘an. Apakah paradigma kritis 

tersebut juga diberlakukan oleh Husein Muhammad ketika membaca 

teks Al-Qur‘an? Jika iya, apakah sepenuhnya sama atau adakah 

perbedaan? Peneliti berhipotesis bahwa akan ada perbedaan, 

khususnya pada aspek-aspek aktualisasi pembacaannya dalam ruang 

praksis.  

Sementara itu, penelitian terbaru terhadap Husein Muhammad 

tidak meninjau pemikiran Husein Muhammad dari perspektif hukum 

Islam dan hadits sebagaimana sebelum-sebelumnya, namun mengkaji 

pemikiran Husein Muhammad dari perspektif studi Al-Qur‘an. 

Meskipun demikian isu yang dikemukakan dalam kajiannya masih 

dalam satu payung diskursus tentang isu gender. Tobroni (2017) 

                                                           
36

 Marhumah, ―A Critical Reading on Hadīth: Islamic Feminist Approach in 

Reading Misogynistic Hadīth‖, dalam Journal of Humanities and Social Science 

(IOSR-JHSS) Volume 21, Issue 8, Ver. 8 (August, 2016). 
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menyimpulkan dalam penelitiannya ini, bahwa Husein Muhammad 

selalu mempertimbangkan faktor-faktor sosio-historis Al-Qur‘an 

dalam kajian seksualitas yang ia paparkan.37 Selain Tobroni, Yusuf 

Rahman (2017), juga meneliti Husein Muhammad, namun dari aspek 

pendekatan yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat gender dan 

kitab kuning, serta aktivismenya dalam mengarusutamakan wacana 

gender di dunia pondok pesantren.38 Temuan yang dipaparkan oleh 

Yusuf Rahman tersebut masih terlihat deskriptif, sebagaimana yang 

pernah penulis paparkan satu tahun sebelumnya, yaitu saat menjadi 

salah satu selected presenters pada AICIS (Annual International 

Conference on Islamic Studies) yang berlangsung di UIN Raden 

Intan Lampung, tahun 2016. Pada artikel penulis yang berjudul “The 

Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama‟s 

Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World 

Humanity?‖ paparan lebih fokus pada upaya Husein Muhammad 

dalam mengintegrasikan antara wacana HAM internasional dengan 

perspektif Islam baik dalam bentuk wacana maupun dalam 

aktivismenya.39 

Bagi peneliti, temuan Tobroni dan paparan Yusuf Rahman, di atas 

barangkali benar, namun perlu dikaji juga dalam topik-topik yang 

lain seperti Hak Asasi Manusia dalam ranah praksis kehidupan 

demokrasi kontemporer. Karena peneliti memiliki asumsi, bahwa 

penafsiran Husein Muhammad terhadap teks agama Islam (baik Al-

Qur‘an maupun Kitab Kuning), justru lebih dominan 

mempertimbangkan faktor praksis kekinian yang sarat akan 

kepentingan relasi kuasanya dibandingkan faktor sosio historis. Pada 

                                                           
37

 Muhammad Tobroni, ―Makna Seksualitas dalam Al-Qur‘an menurut Husein 

Muhammad‖, dalam Jurnal Al-„Araf , Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017. 
38

 Yusuf Rahman, ―Feminist Kyai, KH. Husein Muhammad, The Feminist 

Interpretation on Gendered Verses and the Quran Based Activism‖, dalam Al-

Jami‟ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 55, no.2 (2017), 293-326. 
39

 Mohamad Sobirin, ―The Interface Between Islam And Human Rights On 

Indonesian Ulama‘s Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for 

World Humanity?.‖ Artikel selected presenters dipresentasikan pada AICIS 

(Annual International Conference on Islamic Studies) yang diselenggarakan di UIN 

Raden Intan Lampung, 2016. 
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penelitian ini, argumentasi penelitian Tobroni dan Yusuf Rahman di 

atas, dan asumsi peneliti sendiri akan diuji.  

Ketujuh penelitian di atas, secara material empat diantaranya 

tidak menunjukkan hubungan identik dengan penelitian penulis. 

Karena topik yang dikaji dalam figur Husein Muhammad adalah 

pemikirannya tentang perempuan; pemberdayaan, penafsiran teks, 

dan metode istinbath hukum. Sedangkan tiga darinya, termasuk 

penelitian penulis sendiri pada tahun 2016, memiliki hubungan 

namun tidak dengan fokus yang sama. Penelitian penulis ini 

mencakup objek material berupa wacana yang diproduksi oleh 

Husein Muhammad tentang relasi Muslim dengan kelompok 

minoritas berdasarkan kepercayaan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik 

Hidup), kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual (LGBT), 

dan akar teologis kekerasan yang dialamatkan kepada perempuan. 

Meskipun demikian penelitan-penelitian tersebut akan menjadi 

rujukan sekunder yang memperkaya penjelasan akademik tentang 

siapa Husein Muhammad dan bagaimana ia menerima dan 

memberlakukan teks Islam pada saat mengetengahkan isu-isu 

kontemporer.  

Adapun penelitian yang mengetengahkan objek kajiannya pada 

hubungan antara Islam dengan perlindungan Hak Asasi Manusia 

kontemporer di Indonesia, paling tidak ada tiga yang signifikan 

untuk penulis uraikan pada kajian pustaka ini. Penelitian Reni 

Susantri berjudul When Human Rights become so Political; State-

Islam Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in 

Indonesia40 adalah salah satu dari tiga penelitian yang penulis 

maksudkan. Penelitian ini mengkaji hubungan antara negara dan 

Islam di Indonesia, dan bagaimana hubungan tersebut telah 

berpengaruh terhadap kinerja negara dalam melakukan kewajibannya 

untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok 

minoritas di Indonesia dalam konteks kebebasan beragama, yang 

secara khusus menekankan fokus objek kajiannya pada Ahmadiyah. 

                                                           
40

 Reni Susantri, When Human Rights become so Political; State-Islam 

Relations and Its Impact on the Ahmadiyya Community in Indonesia (The 

Netherlands: Institute of Soccial Studies, 2008).  
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Penelitian ini menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam hubungan 

antara Islam dan negara yang dipengaruhi oleh motif politik. Dengan 

pendekatan historis, penelitian ini menampilkan pergeseran 

hubungan itu dari era orde lama, orde baru, dan pasca reformasi. 

Penelitian ini juga membuktikan, bahwa kinerja negara dalam 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan beragama 

kelompok minoritas Ahmadiyah sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan situasi politik. 

Temuan penelitian Susantri di atas berbeda dengan yang 

diungkapkan oleh Syamsul Arifin dalam penelitiannya yang berjudul 

Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in 

Indonesia (Voices of Islamic Religious Leaders in East Java).4142 

Perbedaan penelitian yang disponsori oleh the Norwegian Centre for 

Human Rights Universitas Oslo ini dengan penelitian Susantri lebih 

disebabkan oleh fokus yang berbeda. Apabila penelitian Susantri 

memiliki fokus pada kinerja negara terhadap perlindungan hak asasi 

manusia, maka penelitian Arifin ini fokus pada pandangan tokoh 

Islam terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

Dengan mengeksplorasi pendapat dari tokoh agama Islam di Jawa 

Timur, penelitian ini mengungkap pandangan mereka mengenai 

hubungan agama dengan negara (agama resmi dan identitas agama 

dalam KTP), isu mayoritas dan minoritas (pembangunan tempat 

                                                           
41

 Syamsul Arifin, Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief 

in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java (Yogyakarta: 

Kanisius, 2010). 
42

 Penelitian Syamsul Arifin yang lain –yang bercorak relasi HAM dan Umat 

Islam Indonesia– dimuat dalam bentuk paper di Jurnal Brigham Young University 

Law Review, Volume  2012, Issue 3, Article 4, dengan judul “Indonesian Discourse 

on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives”. 

Penelitian pada jurnal tersebut cakupannya cenderung lebih luas tidak terbatas pada 

daerah tertentu, begitupula metodenya bukan observasi lapangan. Arifin 

mendasarkan objek kajiaannya pada pendapat Azyumardi Azra dan Arskal Salim 

yang mesinyalisir empat perkembangan hubungan umat Islam Indonesia dengan 

HAM. Pertama, munculnya partai politik berideologi Islam seperti PBB. Kedua, 

perubahan arah ideologi berupa syariatisasi seperti Perda Syariah. Ketiga, 

munculnya aliran-aliran garis keras Islam seperti HTI, FPIU, MMI. Keempat, 

semakin populernya media-media Islam seperti Sabili. Keempat perkembangan 

keagamaan ini dapat menggambarkan hubungan Islam dengan HAM yang 

dikelompokkan dalam kelompok inklusif dan ekslusif.  
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ibadah minoritas, pernikahan antar agama, dan kemurtadan), dan 

kelompok minoritas yang anti-mainstream keagamaan Islam 

(Ahmadiyah, Yusman Roy, dan Lia Aminuddin-Lia Eden). Hasil 

penelitian menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dalam bentuk 

ide-ide tentang HAM, misalnya mengenai kebebasan beragama. 

Perbedaan dalam menyoal kebebasan beragama terjadi pada landasan 

teologis di mana kesadaran ini didasarkan. Hal itu tergantung pada 

interpretasi yang diberikan kepada sumber teologi Islam paling 

utama, yaitu Al-Qur‘an.  

Penelitian berikutnya adalah disertasi karya S.J. van Wichelen 

berjudul Embodied Contestation: Muslim Politics and 

Democratization in Indonesia through the Prism of Gender.43 

Penelitian Wichelen ini memiliki perbedaan objek kajian spesifik 

dengan dua penelitian di atas, penelitian ini fokus pada persoalan 

perlindungan perempuan di Indonesia dalam perspektif gender. 

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan akademik tentang bagaimana 

politik dan upaya demokratisasi umat Islam Indonesia dilakukan 

melalui isu gender. Temuan penelitian yang fokus pada tiga isu 

gender Pasca Orde Baru ini (polemik presiden wanita RI –Megawati, 

Inul Daratista, dan fenomena Jilbab) menunjukkan bahwa wacana 

gender di Indonesia dibangun secara sengaja dan dalam kerangka 

politis. 

Keterkaitan penelitian-penelitian di atas dengan disertasi ini 

terletak pada wacana Hak Asasi Manusia kontemporer yang 

dijadikan fokus kajian, seperti hak kebebasan beragama dalam 

konteks relasi mayoritas-minoritas, dan wacana gender. Meskipun 

demikian, secara spesifik kajian terhadap wacana itu sangat berbeda, 

karena objek yang berbeda, baik dari lokus dan juga isu spesifiknya, 

begitu pula teori dan pendekatan penelitiannya. Perbedaan pada 

beberapa unsur penelitian ini menunjukkan kemungkinan besar 

perbedaan pada temuan penelitian. 
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 S.J. van Wichelen, Embodied Contestation: Muslim Politics and 

Democratization in Indonesia through the Prism of Gender  (Amsterdam: Institute 

for Social Science Research, 2007). 
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F. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan dua perangkat kerja analisis, yaitu: 

pertama, teori genealogi yang digagas oleh Michel Foucault, karena 

mempertimbangkan rumusan masalah yang menghendaki penjelasan 

mengenai relasi kuasa dalam konstruksi wacana perlindungan Hak 

Asasi Manusia dalam pembacaan Al-Qur‘an kontemporer Husein 

Muhammad, kedua, teori hermeneutika Al-Qur‘an. Teori ini 

diperlukan untuk menguraikan pembacaan Al-Quran yang 

dipraktikkan oleh Husein Muhammad dalam wacana-wacana 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang dia produksi.  

1. Genealogi Michel Foucault 

Definisi sederhana dari genealogi Foucault adalah semacam ilmu 

sejarah. Namun, ia adalah tipe ilmu sejarah tertentu.44 Genealogi 

Foucault berusaha mendekonstruksi apa yang sebelumnya dianggap 

sebagai suatu yang terpadu (unified), sementara itu juga mencoba 

mengidentifikasi suatu kesinambungan (continuity) yang merupakan 

produk dari ―sistematika diskontinuitas‖.45 Selain itu, berbeda 

dengan filosofi sejarah Hegelian dan Marxis, genealogi Foucault 

bukanlah proyek (sejarah) holistik tetapi sebuah proyek (sejarah) 

perspektif. Genealogi menggali relasi kekuatan yang beroperasi 

secara khusus dalam peristiwa dan perkembangan sejarah. Foucault 

menggambarkan genealoginya sebagai ―sejarah efektif‖.46  

Genealogi Foucault menghilangkan asumsi yang mendasari 

historiografi konvensional bahwa ada ―fakta‖ untuk ditafsirkan; 
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 Foucault mengatakan: ―Dan inilah yang saya sebut genealogi, yaitu bentuk 

sejarah yang dapat menjelaskan proses terbentuknya pengetahuan, wacana, domain 

benda dan lain-lain, tanpa harus mengacu pada subjek, baik transendental dalam 

kaitannya dengan bidang peristiwa atau berjalan di ruang kosong sepanjang 

jalannya sejarah. Michel Foucault, ―Truth and Power‖, dalam Power/Knowledge: 

Selected Interviews and Other Writings 1971-1977, ed. C. Gordon, trans. C. 

Gordon, L. Marshall, J. Mepham, K. Soper (Hemel Hempstead: Harvester 

Wheatsheaf, 1980), 117. 
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 M. Foucault, ―The Order of Discourse‖, dalam Untying the Text: A Post-

Structuralist Reader, ed. R.Young (Boston, London, Henley: Routledge & Kegan 

Paul, 1981), 69. 
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 M. Foucault, ―Nietzsche, Genealogy, History‖, dalam The Foucault Reader, 

ed. P. Rabinow (Harmondsworth: Penguin, 1984), 87-90. 
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sebaliknya, fakta itu sendiri dibangun dari ―keinginan untuk 

kebenaran (will to truth)‖. Selanjutnya, genealogi Foucault 

menunjukkan bagaimana ―subyek‖ dibentuk dalam wacana. 47 

Foucault menggambarkan genealogi menggunakan salah satu 

metafora Nietzsche yang terkenal. Genealogi adalah "abu-abu", 

tugasnya adalah menguraikan tulisan hieroglif tentang manusia masa 

lalu, masa lalu yang bukan hitam (benar-benar tidak diketahui) atau 

putih (yaitu transparan), tetapi sesuatu di antara (abu-abu), yaitu, 

ambigu dan tidak pasti. Dengan demikian, investigasi yang ketat 

diperlukan, sehingga makna masa lalu akan terungkap: ―genealogi, 

akibatnya, membutuhkan kesabaran dan pengetahuan tentang detail, 

dan itu tergantung pada akumulasi bahan sumber yang luas.‖48 

Genealogi yang digagas Foucault menganggap realitas manusia 

sebagai efek dari jalinan sejarah tertentu dan praktik budaya, yang 

ditetapkan untuk dilacak dan dijelajahi. Alih-alih melihat sejarah 

sebagai perkembangan berkelanjutan dari skema ideal, genealogi 

berorientasi pada ―diskontinuitas‖. Genealogi mengungkap adanya 

gangguan, ketidakmerataan dan proses acak yang dipertanyakan 

dalam evolusi linier yang seharusnya terjadi dalam sejarah. Dalam 

konteks ini, keberadaan kita sekarang ini tidak diteorikan sebagai 

hasil dari perkembangan yang berarti, tetapi lebih sebagai sebuah 

episode, hasil dari perjuangan dan hubungan kekuatan dan dominasi. 

Oleh karena itu genealogi adalah sejarah pertarungan, strategi dalam 

pertarungan itu, dan cara-cara yang berkelindan dengannya.49  

Foucault berpendapat bahwa dalam relasi kekuasaan, individu dan 

kelompok dapat menemukan ruang untuk menolak dominasi, 

mengupayakan kebebasan dan mengejar kepentingan. Dengan 

demikian ia menarik garis signifikan perbedaan antara relasi kuasa, 

sebagai arena permainan di mana kebebasan dapat dilakukan, dengan 

relasi dominasi yang perlu ditolak.50 
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Genealogi Foucault tidak berhenti hanya pada fokusnya pada 

perang wacana (war of discourses) dan relasi kekuasaan (power 

relations). Dengan mengungkap ―diskontinuitas‖ dalam 

pengembangan berkelanjutan sebuah sejarah, proyek genealogi 

Foucault juga menyiratkan diskontinuitas dalam formasi kehidupan 

sosial saat ini. Genealogi berusaha melangkah lebih jauh dengan 

menelusuri cara berpikir yang mungkin berbeda, bukan menerima 

dan melegitimasi apa yang sudah menjadi ―kebenaran‖. Tujuannya 

adalah untuk menyediakan memori-balik (counter-memory) yang 

akan membantu menciptakan kondisi historis dan praktis dari 

keberadaan saat ini.51  

Genealogi menyediakan mikroanalisis fungsional dari relasi 

kuasa, yang beroperasi pada hal detail terkecil dan yang tidak 

penting. Deleuze menunjukkan bahwa dalam The Archaeology of 

Knowledge, Foucault membuat perbedaan antara formasi diskursif 

dan non-diskursif yang bisa diungkap dengan genealogi.52 Perbedaan 

itu bersifat inter-sosial dan terus berkembang dan beroperasi untuk 

menghasilkan jenis realitas baru, dengan mengungkap realitas 

sebelumnya.53 Genealogi akhirnya diartikan sebagai seperangkat 

sarana untuk menggambarkan hubungan teori dan praktek.54 

Kerangka diskursif dan non-diskursif Foucault dalam penelitian ini 

digunakan untuk menganalisis wacana perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang dikonstruksi Husein Muhammad serta aktivisme sosial 

yang dia gerakkan bersama dengan jejaring relasi kuasanya.  

Tugas genealogi adalah menganalisis hubungan timbal balik 

antara sistem kebenaran, wacana, pengetahuan, dan sejarah, dengan 

mekanisme kuasa, rezim yang memproduksi dan menentukan suatu 

kebenaran. Dalam penelitian ini, genealogi akan digunakan untuk 

menganalisis wacana Husein Muhammad yang dikonstruksi sebagai 
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wacana, sementara itu pada saat yang sama konstruksi perlindungan 

Hak Asasi Manusia internasional dan nasional menjadi legitimasi 

kebenaran wacana karena merupakan rezim HAM dunia. Genealogi 

dalam konteks ini bertugas menganalisa awal mula wacana Husein 

Muhammad dan perkembangan kebenaran, serta menganalisis akar 

pengetahuan, wacana, dominasi, penyingkiran, marjinalisasi, 

penaklukan, hubungan kekuatan dan kekuasaan. Ia berurusan dengan 

kekuatan-kekuatan dan relasi-relasi kuasa yang dikaitkan dengan 

praktek diskursif, berfokus pada persoalan kuasa yang bersifat 

praktis. Ia meneliti tentang bagaimana keterkaitan antara kekuasaan, 

pengetahuan, dan objeknya. Ia digunakan untuk melacak 

perkembangan wacana, peneguhan wacana, dominasi, penyingkiran 

wacana lain, wacana digunakan untuk membela siapa, dan 

bagaimana relasi kuasa.55 

Genealogi dan Analisis Relasi Kekuasaan 

Analisis genealogi Foucault dimulai dengan penyelidikan 

terhadap karakteristik relasi kekuasaan (power relations) dalam 

dunia modern yang bertolak dari pertanyaan bagaimana kekuasaan 

beroperasi. Konsep kekuasaan dalam genealogi, dalam pandangan 

Foucault tidak dimaknai sebagaimana yang ditunjukkan oleh 

perspektif Marxian atau pun Weberian. Ia tidak beroperasi secara 

negatif melalui praktik represi, koersi dan tekanan dari institusi 

pemegang kekuasaan. Kekuasaan tidak diartikan sebagai fungsi 

dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas 

ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan diperoleh 

berkat kharisma (Weber). Ia bukan mekanisme dominasi sebagai 

bentuk kekuasaan atas yang lain dalam relasi powerful dengan 

powerless. Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan 

secara produktif. Kekuasaan dalam pandangan Foucault bukan 

merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki 

tetapi relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang 

mempunyai ruang lingkup strategis. Kekuasaan tidak terpusat, 
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namun mengalir dan menyebar (omnipresent) dengan 

dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. 

Praktik pendisiplinan memiliki arti sebagai bentuk normalisasi 

kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh 

individu. Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim 

pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam 

ruang yang lebih luas, yaitu terhadap tubuh sosial (population). 

Gagasan Foucault ini dikenal sebagai konsep governmentality. 

Dengan begitu, tidak tepat jika memahami kekuasaan dengan 

mempertanyakan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki 

kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu berasal, melainkan harus 

dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan itu beroperasi 

atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Pada penelitian ini, 

praktik pendisiplinan ini akan penulis gunakan untuk memberikan 

analisis terhadap normalisasi konstruksi perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam bentuk diskursif dan non diskursif. Hal ini dilakukan 

dengan menganalisis praktik pewacanaan yang digerakkan oleh 

Husein Muhammad melalui Fahmina, Komnas Perempuan, beserta 

dengan jejaring Islam Sipil di Indonesia, dan praktik aktivisme 

sosialnya untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok 

sosial yang mengalami diskriminasi di Indonesia.  

Konsep kekuasaan Foucault bukan sovereign power akan tetapi 

disciplinary power. Konsep ini bukan konsep tentang kekuasaan 

yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain 

melainkan berfungsi dalam dan terhadap relasi sosial, ekonomi, 

keluarga dan seksualitas. Kekuasaan pada pengertian ini tidak 

menyoal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol 

yang lain, namun menyangkut normalisasi kelakuan yang didisain 

dengan memberdayakan kemampuan produktif dan reproduktif 

tubuh. Disciplinary power beroperasi terhadap tubuh untuk 

mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan 

dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai 

kendaraan bagi kekuasaan. Ia mengontrol tubuh melalui mekanisme 

pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi 

beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh.  
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Foucault menjelaskan lima proposisi mengenai kekuasaan dalam 

bukunya The History of Sexuality Vo. I, yakni:56 

a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diperoleh, diraih, 

digunakan dan dibagikan sebagai sesuatu yang bisa digenggam 

atau bahkan dapat punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari 

berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 

b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang 

mengandaikan ada yang menguasai dan dikuasai. 

c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa 

tidak ada lagi perbedaan binary oppositions disebabkan oleh 

kekuasaan itu mencakup keduanya. 

d. Relasi kekuasaan itu bersifat non subjektif dan intensional. 

e. Dimana ada kekuasaan, disitu juga ada anti kekuasaan atau 

resistensi yang berasal dari dalam kekuasaan itu, bukan dari 

luar relasi kekuasaan.  

Pandangan Foucault di atas menunjukkan bahwa kekuasaan harus 

difahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang 

dimana kekuasaan itu beroperasi. Ia mesti dibaca sebagai sesuatu 

yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang menciptakan sistem 

dari relasi itu, atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain 

dari suatu relasi kekuatan. 

Wacana, Kekuasaan dan Normalisasi  

Pemantapan pengetahuan sehingga ia menjadi khas, melibatkan 

berlangsungnya operasi kekuasaan yang tidak lepas dari bagaimana 

pengetahuan yang ilmiah berelasi dengan pengetahuan awam. 

Pemantapan itu berlangsung pada level wacana. Secara implisit, 

Foucault mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk 

dari kekuasaan. Wacana dapat berwujud sebagai praktik-praktik yang 

mengorganisasikan dan terorganisasikan, yang mengubah konstelasi 

sosial dan yang menghasilkan, dan wacana sebagai yang memiliki 

otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah 

pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pandangan Foucault, tidak ada 

suatu kebenaran atau pengetahuan benar yang final dan bersifat 
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universal. Kebenaran tidak lain merupakan kasus-kasus khusus 

mengenai kekeliruan yang pada suatu masa tertentu diakui otoritatif 

dan legitimate. 

Klaim kebenaran itu merupakan bentuk beroperasinya kekuasaan 

sebagai suatu wacana yang mempengaruhi institusi-institusi sosial 

dan praktik-praktik sosial. Itulah kenapa dalam pandangan Foucault 

kekuasaan itu tidak beroperasi secara negatif melalui aparatus yang 

koersif, menekan, dan menindas. Pada konteks ini kekuasaan 

beroperasi secara positif dan produktif. Artinya, karena wujud 

kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi 

tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai 

praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. 

Kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. 

Bentuk pengetahuan atau rezim wacana yang otoritatif itu merupakan 

efek dari kekuasaan tersebut. Ia tidak bisa dipisahkan dari aparatus 

yang dapat mengendalikan apakah pengetahuan itu otoritatif atau 

tidak. Distingsi antara yang benar dan yang salah juga melibatkan 

aparatus ilmiah yang memproduksi pengetahuan melalui ritus-ritus 

kebenaran, yakni melalui dasar empiris sebagai legitimasi bagi 

kebenaran pengetahuan itu. 

Pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad tentang perlindungan 

Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia kontemporer 

menunjukkan adanya praktik pewacanaan. Meskipun wacana yang 

dikonstruksi sudah memberikan pengaruh bagi pergeseran konstruksi 

kebenaran di tengah komunitas kulturalnya, pesantren, namun ia 

tidak disadari sebagai sebuah kekuasaan yang dioperasikan. 

Sehingga menjadi penting untuk mempertanyakan bagaimana 

kekuasaan beroperasi dalam menormalisasi konstruksi perlindungan 

Hak Asasi Manusia. 

Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan efek 

beroperasinya kekuasaan dalam bentuk rezim wacana. Sebagai 

contoh, definisi psikiatri tentang mental mengubah praktik 

penanganan orang gila. Definisi kedokteran tentang penyakit, 

menyebabkan isolasi, pengasingan, dan mengubah hubungan sosial. 

Konsep tentang kecantikan menghasilkan salon, diet, cara makan, 
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fitnes, pakaian, dan kursus-kursus. Agama menghasilkan 

penyeragaman, baik pakaian, bahasa, perilaku, juga menghasilkan 

diskriminasi. Pembagian kerja membuat diskriminasi terhadap 

seksualitas, efisiensi, dan tradisi. Rezim wacana yang bersandar pada 

definisi-definisi ilmiah itu menggambarkan disposisi suatu 

pengetahuan pada masa tertentu yang berimplikasi terhadap praktik 

sosial. Dalam konteks pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad 

tentang perlindungan Hak Asasi Manusia, definisi-definisi dispositif 

yang dikonstruksi mengindikasikan adanya  efek beroperasinya 

kekuasaan dalam bentuk rezim wacana, misalkan saja definisi 

tentang LGBT dalam perspektif teologis, kata sesat dalam konteks 

kelompok minoritas berkeyakinan di Indonesia, dan kesetaraan 

perempuan yang seluruhnya dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia.  

Dalam pandangan Foucault, tidak ada model general hubungan 

antara pengetahuan dan kekuasaan. Setiap zaman selalu memiliki 

karakteristik hubungan pengetahuan dan kekuasaan. Inilah yang 

menggugah Foucault mencuplik genealogi sebagai perangkat 

analisisnya yakni untuk mengetahui teknologi dan strategi kekuasaan 

beroperasi melalui pengetahuan. Berbeda dengan metode analisa 

yang digunakan oleh Foucault sebelumnya dari beberapa karya 

awalnya yang menggunakan analisa arkeologi, dalam Archeology of 

Knowledge, Madness and Civilization dan The Order of Things yang 

terbatas pada persoalan struktur wacana dalam pembentukan 

disposisi pengetahuan, melalui genealogy of power ia memperluas 

penyelidikannya pada teknologi kekuasaan. Dengan demikian, setiap 

masa memiliki watak pengetahuan yang khas dan definisi kebenaran 

yang khas pula. Foucault menunjukkan terjadinya pergeseran-

pergeseran formasi wacana itu dalam penyelidikannya tentang 

kegilaan, penyakit, kesejahteraan, dan seksualitas yang berimplikasi 

pada perubahan-perubahan hubungan sosial. Namun, melalui 

arkeologi, pokok perhatian Foucault bukan dalam rangka 

menunjukkan terjadinya pergeseran disposisi pengetahuan itu, 

melainkan bagaimana beroperasinya kekuasaan dalam membentuk 

suatu disposisi pengetahuan tertentu. 
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Karya awal Foucault yang mencuplik genealogi dalam analisanya 

adalah Discipline and Punish. Pada karya itu, Foucault tidak lagi 

berbicara mengenai wacana, dan relasi diskursif sebagai prioritas 

kajiannya. Sebaliknya, perhatian utama Foucault terletak pada aspek 

relasi dan praktik-praktik yang bersifat non-diskursif, yakni pada 

institusi sosial dan praktik sosial. Bila perhatian utama penyelidikan 

arkeologi tersasar pada ide, pengetahuan, dan aspek kesadaran 

manusia, maka perhatian pokok penyelidikan genealogi tertuju pada 

tubuh individu, yang efek-efek teknologi kekuasaan itu dapat 

diketahui. 

Dalam masyarakat modern kini, menurut Foucault, kekuasaan 

tidak hanya dijalankan melalui sovereign power atau disciplinary 

power, tetapi justru cenderung lebih menekankan pada cara-cara 

yang positif. Substansinya sebenarnya sama dengan disciplinary 

power, yakni kekuasaan itu dijalankan terhadap tubuh dengan 

membentuknya menjadi tubuh yang patuh dan berguna yang hanya 

dapat diketahui melalui efek-efek dari kekuasaan itu. 

Governmentality adalah perluasan kekuasaan dalam bentuk 

disciplinary power. Jika objek disciplinary power adalah tubuh 

individu, maka subjek governmentality adalah populasi (tubuh 

sosial). Governmentality adalah bentuk rasionalisasi dari bagaimana 

agar beroperasinya kekuasaan itu dapat diakui atau legitimate. 

Dengan ini, kekuasaan yang dijalankan tidak akan melahirkan anti-

kekuasaan. Praktik governmentality mengaburkan beroperasinya 

kekuasaan terhadap populasi. Melalui governmentality, kekuasaan 

diinternalisasi dalam tubuh sosial seperti halnya model disciplinary 

power yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu. 

Perbedaan antara kekuasaan dengan dominasi dapat diketahui 

dengan melihat bahwa ada model relasi kekuasaan lainnya, yakni 

relasi kekuasaan sebagai strategic games between liberties. 

Beroperasinya kekuasaan dalam model ini dapat dilihat dalam bentuk 

manipulasi ideologi, penyampaian argumentasi yang rasional, atau 

eksploitasi ekonomi, tetapi ia tidak berarti bahwa kekuasaan ini 

dijalankan bertentangan dengan kepentingan subjek yang lain dari 

relasi kekuasaan itu; dan pada konteks ini juga tidak signifikan untuk 
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mengatakan bahwa menentukan tindakan orang lain (to determine 

the conduct of other) adalah buruk.  

Relasi kekuasaan yang dijalankan dalam model ini dapat kita 

amati pada upaya-upaya melalui apa yang disebut sebagai 

pemberdayaan (empowerment) atau upaya pemaksaan terhadap 

subjek tertentu agar dapat menjadi subjek yang bebas dalam 

mengambil keputusan dalam berbagai ranah tindakan.57 Dalam 

konteks Husein Muhammad, aktivisme sosial yang digerakkan 

melalui Fahmina dan jaringannya menjadi objek pengamatan penulis 

dalam mengetengahkan berlangsungnya governmentality. Model 

relasi kekuasaan governmentality ini berada di antara strategic games 

dan dominasi. Governmentality hanya mungkin berlangsung di 

antara subjek yang memiliki kebebasan atau memiliki banyak 

kemungkinan pilihan tindakan.  

Governemntality disebut juga sebagai conduct of conduct, suatu 

relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan tindakan subjek yang 

mengarahkan tindakan orang lain atau cara bagaimana orang lain 

berperilaku dalam ranah kemungkinan pilihan tindakan yang sangat 

terbuka. Governmentality merupakan konsep kekuasaan yang 

digunakan oleh Foucault untuk mempelajari kapasitas otonom 

individu melakukan kontrol diri. Governmentality adalah konsep 

kekuasaan yang digunakan untuk menyelidiki bagaimana hubungan 

antara teknologi diri (power from below) dengan teknologi dominasi 

(power from above). Menjalankan relasi kekuasaan dalam model ini 

juga berarti sebagai mengatur, membentuk, dan mengkonstruksi 

ranah pilihan tindakan dari yang lain. Dengan demikian, ada tiga 

level analisa kekuasaan, yakni yang dipahami sebagai relasi strategi, 

governmentality, dan dominasi, yang biasanya disebut sebagai 

kekuasaan. 58 

Conduct of conduct bukan bagaimana tindakan seseorang 

mempengaruhi tindakan orang lain, melainkan adanya suatu tindakan 
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tertentu dapat menghadirkan ranah pilihan tindakan yang sangat 

terbuka, tetapi ia sendiri memilih tindakan yang sebenarnya 

dikehendaki oleh Negara.59  

Tabel 1.  

Aplikasi Operasional Analisis Genealogi terhadap Wacana 

Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad 

Unsur Genealogi Konsep Teoritis Aplikasi Operasional 

Model Relasi  Relasi kekuasaan, 

bukan relasi 

dominasi.  

Relasi kuasa yang 

setara 

Model relasi kekuasaan 

digunakan untuk 

menganalisis relasi kuasa 

yang beroperasi dalam 

produsen wacana, proses 

produksi dan produk 

wacana perlindungan Hak 

Asasi Manusia yang 

dikonstruksi oleh Husein 

Muhammad 

Govermantility, conduct of 

conduct, dan freedom 

sebagai basis relasi kuasa, 

digunakan untuk 

menganalisis teknik dan 

mekanisme normalisasi 

konstruksi perlindungan 

Hak Asasi Manusia 

Husein Muhammad. 

Objeknya dalam penelitian 

ini adalah wacana yang 

diproduksi oleh Husein 

Muhammad, dan 

aktivisme sosial dalam 

mengadvokasi hak-hak 

kelompok sosial yang 

Aktor Antar subjek, atau 

antar individu, 

bukan relasi antara 

negara-rakyat, 

dominan-marjinal, 

penguasa-dikuasai. 

Aparatus Govermentality, 

bukan dominasi dan 

hegemoni. 

Teknologi Conduct of conduct, 

bukan kekerasan 

dan manipulasi 

ideology 

Basis Relasi Kebebasan 

(freedom), bukan 

dominasi 
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mengalami diskriminasi, 

yang dia gerakkan melalui 

Fahmina dan jaringan 

Islam Sipil di Indonesia.  

 

2. Hermeneutika Al-Qur’an  

Keharusan untuk menghadirkan hermeneutika Al-Qur‘an disini, 

bukan dalam rangka untuk menjadi dasar teoritis dalam menafsirkan 

pemikiran Husein Muhammad, karena pemikiran Husein Muhammad 

merupakan penafsiran terhadap Al-Qur‘an, sehingga tidak relevan 

dan tidak menarik jika diuraikan pada penelitian ini suatu penafsiran 

atas penafsiran.  

Penyertaan hermeneutika Al-Qur‘an pada penelitian ini, 

sesungguhnya didasari oleh realitas bahwa wacana perlindungan Hak 

Asasi Manusia yang diproduksi oleh Husein Muhammad diproduksi 

melalui praktik pembacaan Al-Qur‘an. Praktik penafsiran ini tidak 

bisa dia hindarkan karena salah satu faktor yang melatarbelakangi 

polemik wacana perlindungan hak-hak kelompok sosial masyarakat 

yang mengalami diskriminasi adalah persoalan interpretasi terhadap 

teks-teks Al-Qur‘an.  Sehingga hermeneutika yang akan digunakan 

sebagai kerangka teori disini adalah kategorisasi praktik penafsiran 

yang diuraikan oleh para sarjana tafsir Al-Qur‘an. Praktik 

hermeneutis yang akan diungkapkan dibawah ini, sebagai sebuah 

kerangka teori akan digunakan untuk menganalisis praktik penafsiran 

yang dijalankan oleh Husein Muhammad dalam wacana 

perlindungan Hak Asasi Manusia.   

Hermeneutika sebagai sebuah istilah sesungguhnya berasal dari 

bahasa Yunani, hermeneuin yang berarti menafsirkan.60 Menurut 

Bertens, hermeneutika adalah sekumpulan kaidah atau pola yang 

harus diikuti oleh seorang mufassir dalam memahami teks 

keagamaan.61 Dalam pengertian yang lebih luas, Breaten 
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mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu yang merefleksikan 

tentang sesuatu kata atau event yang ada pada masa lalu untuk dapat 

dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna dalam konteks 

kekinian.62 Sedangkan menurut Robinson, hermeneutika berusaha 

mengkaji persoalan wacana (speech) dan penjelasan tentang sesuatu 

yang belum jelas dengan menggunakan ekspresi bahasa serta 

penerjemahan (translation) dari suatu bahasa ke bahasa lain yang 

lebih jelas.63 

Dalam pandangan Fazlur Rahman, sebagai sebuah metodologi 

penafsiran, hermeneutika secara umum terdiri atas dua bentuk atau 

model, yaitu; Pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan 

tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrick Schleiermacher 1768-1834, 

Wilhelm Dilthey 1833-1911 dan Emilio Betti 1890-1968.64 Menurut 

model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana 

yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks, menurut 

Schleiermacher, adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga 

seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna 

atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan 

diturunkan dan bersifat instruktif.65 Penafsir harus keluar dari 

tradisinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam tradisi dimana si 

penulis teks tersebut hidup, atau paling tidak membayangkan seolah 

dirinya hadir pada zaman itu. Sedemikian, sehingga dengan masuk 

pada tradisi pengarang, memahami dan menghayati budaya yang 

melingkupinya, penafsir akan mendapatkan makna yang objektif 

sebagaimana yang dimaksudkan si pengarang.66 
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66

 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX, 230. 



36 

Kedua, hermeneutika subjektif yang dikembangkan oleh tokoh-

tokoh modern khususnya Hans-Georg Gadamer 1900-2002 dan 

Jacques Derida l. 1930.67 Menurut model kedua ini, hermeneutika 

bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis 

seperti yang diasumsikan model hermeneutika objektif melainkan 

memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri.68 Penekanannya 

adalah isi teks itu sendiri secara mandiri bukan pada ide awal si 

penulis. Inilah perbedaan mendasar antara hermeneutika objektif dan 

subjektif. Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat 

terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, sebab begitu 

sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri 

sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah 

teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan 

berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Seseorang 

harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini 

(vorhabe), apa yang dilihat (vorsicht) dan apa yang akan diperoleh 

kemudian (vorgriff).69 Dalam konteks keagamaan, teori 

hermeneutika subjektif ini berarti akan merekomendasikan bahwa 

teks-teks al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan konteks dan 

kebutuhan kekinian, lepas dari bagaimana realitas historis dan asbal 

al-nuzul-nya dimasa lalu. 

Raotraud Wielandt, berbeda dengan tipologi yang dikemukakan 

oleh Fazlur Rahman di atas, ia menguraikan tipologi hermeneutika 

dalam konteks pembacaan Al-Qur‘an pada masa kontemporer ke 

dalam enam kelompok; (1) pembacaan yang didasarkan pada 

rasionalisme pencerahan, seperti yang dilakukan oleh Muhammad 

Abduh dan Sayyid Ahmad Khan, (2) pembacaan yang didasarkan 

pada sains modern dan kontemporer, seperti pembacaan yang 

dipraktikkan oleh Thantawi Jauhari, (3) pembacaan yang berangkat 

dari ilmu sastra, seperti yang diijtihadkan oleh Amin Al-Khulli, 

Ahmad Muhammad Khalafullah, dan Bintu Syathi‘, (4) pembacaan 

dengan perspektif historisitas teks, seperti pembacaan oleh Fazlur 
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Rahman dan Nashr Hamid Abu Zayd, (5) pembacaan yang bernuansa 

kembali ke pemahaman generasi awal Islam, seperti Sayyid Quthb 

dan Abu al-‗Ala al-Maududi dan (6) pembacaan secara tematik 

Hassan Hanafi.70  

Sementara itu, Sahiron Syamsuddin menyederhanakan tipologi 

Wielandt di atas hanya menjadi tiga macam, yaitu (1) quasi 

objektivis konservatif, (2) subjektivis, yang dilakukan oleh Hassan 

Hanafi dan Muhammad Syahrur, dan (3) quasi objektivis progresif, 

yang diamalkan oleh Fazlur Rahman, Muhammad al-Thalibi dan 

Nashr Hamid Abu Zayd. 71 

Berbeda dengan yang sebelumnya, Abdullah Saeed dalam 

karyanya Interpreting the Qur‟an memetakan model pembacaan Al-

Qur‘an kontemporer –dalam arti model pendekatan dalam 

pemahaman dan sikap para pembacanya– ke dalam tiga macam, 

yaitu tekstualis (para kaum tradisionalis dan salafi), semi-tekstualis 

(para neo revivalis seperti Ikhwanul Muslimin dan Jama‘at Islami), 

dan kontekstualis (Fazlur Rahman, Ijtihadi, Muslim Progresif dan 

Muslim Liberal).72 

Adapun pembagian tipologi pembacaan Al-Qur‘an yang 

dirumuskan oleh Farid Esack, mengelompokkan pembaca Al-Qur‘an 

yang dilakukan oleh berbagai pihak73 ke dalam dua kategori; kategori 

pembaca internal (orang Islam) dan kategori pembaca eksternal (non-

Muslim). Kategori pertama memiliki tiga macam model pembacaan; 

pertama model pembacaan yang dipraktikkan Muslim awam, kedua 

ulama‘ konvensional, dan ketiga pembacaan Al-Qur‘annya ulama‘ 
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kritis. Sementara itu, kategori pembaca eksternal74 memiliki tiga 

model yang terdiri dari model pembacaan yang dilakukan oleh 

pengamat partisan,75 revisionis (pengamat yang tidak 

berkepentingan),76 dan pecinta polemik.77 Fokus penelitian ini adalah 

pengkajian atas model pembacaan Al-Qur‘an yang menautkan isu 

HAM dengan ayat-ayat Al-Qur‘an yang dipraktikkan oleh garis 

pembaca internal, yaitu seorang muslim –dalam penelitian ini– yang 

menyandang identitas ulama‘ kenamaan Indonesia; Husein 

Muhammad.  

Kategori pembaca internal yang pertama, yaitu mereka yang 

termasuk dalam definisi masyarakat Muslim awam. Praktik 

pembacaan yang berbeda mereka nilai sebagai bentuk 

penyimpangan78 Adapun kategori model pembacaan internal yang 

kedua, yaitu pembacaan yang dilakukan oleh ulama‘ konvensional. 

Mereka ini disebut Esack sebagai kelompok ulama‘ yang fanatik dan 

apologetik. Dalam pandangan Esack, figur yang termasuk kelompok 

ini adalah seperti Abū al-A‘lā al-Maudūdi dan Binti Syāthi‘.79 

Sedangkan model pembacaan ketiga dalam kategori pembacaan 

internal, yaitu dilakukan oleh ulama‘ kritis. Mereka ini adalah para 

ulama‘ yang melakukan praktik pembacaan atas Al-Qur‘an secara 

kritis. Mereka yang tergolong dalam jajaran ulama‘ kritis ini 

disebutkan oleh Esac seperti Fazlur Rahman, Mohammad Arkoun, 

dan Nashr Hamid Abu Zayd.80 

Kelompok pembaca ketiga ini memposisikan Al-Qur‘an tidak 

lebih seperti teks-teks yang lain. Sebagai teks biasa, pembacaan yang 

dilangsungkan kepadanya harus mempertimbangkan fakta empiris 

dan historisitas kultural yang mungkin memiliki pengaruh 

                                                           
74

 Farid Esack, The Qur‟an: A Beginner‟s Guide (Oneworld Publications, 2009), 

10. 
75

 Ibid., 6–7. 
76

 Ibid., 8–9. 
77

 Ibid., 9–10. 
78

 Ibid., 2. 
79

 Ibid., 3–4. 
80

 Ibid., 5–6. 



39 

 

 

signifikan.81 Karena sebagai sebuah teks yang berbahasa Arab yang 

diturunkan di tengah masyarakat Arab, budaya Arab harus dinilai 

sebagai budaya yang ikut menentukan makna teks yang 

dikandungnya. Konteks inilah yang menjadi argumentasi mereka 

menyoal perlunya kritisisme ketika hendak membaca Al-Qur‘an dan 

membawanya kedalam konteks aksiologis yang berada di wilayah 

dan budaya yang berbeda dengan Arab. Sependapat dengan Abu 

Zayd, Esack menggambarkan pandangan umum kelompok ini bahwa 

tidak semestinya Al-Qur‘an dibaca sekedar sebagai teks hukum, teks 

etika, dan teks mistisisme, lebih-lebih dijadikan sebagai teks yang 

intimidatif terhadap golongan-golongan tertentu.82 

Selain kategori-kategori di atas, terdapat satu lagi varian 

hermeneutika Al-Qur‘an, yaitu hermeneutika pembebasan dengan 

paradigma kritis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim 

kontemporer khususnya Hasan Hanafi dan Farid Esack.83 

Hermeneutika Farid Esack sebagaimana telah dijelaskan pada 

paragraph di atas. Adapun perspektif hermeneutika Hasan Hanafi 

mendudukkan hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau 

metode pemahaman tetapi lebih dari itu adalah aksi. Dalam 

kaitannya dengan Al-Qur'an, hermeneutika adalah ilmu tentang 

proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai 

praksis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada 

realitas kehidupan manusia. Hermeneutika sebagai sebuah proses 

pemahaman hanya menduduki tahap kedua dari keseluruhan proses 

hermeneutika.84 Hassan Hanafi berpandangan bahwa hermeneutika 

adalah ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran manusia 

dengan objeknya, dalam hal ini teks Al-Qur‘an. Prosesnya, pertama, 

seseorang harus memiliki ―kesadaran historis‖ yang menentukan 
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keaslian teks dan tingkat kepastiannya; kedua, memiliki ―kesadaran 

eidetik‖, yang menjelaskan makna teks dan menjadikannya rasional; 

ketiga, ―kesadaran praxis‖ yang menggunakan makna-makna 

tersebut sebagai sumber teoritis bagi tindakan yang mengantarkan 

wahyu pada tujuan akhirnya dalam kehidupan manusia. Dasar dari 

penjelasan pada bagian ini adalah pandangan Hassan Hanafi bahwa 

kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu 

melainkan dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi 

tindakan.85  

Dengan demikian, terdapat beragam model hermeneutika dengan 

istilah-istilah yang dikemukakan berdasarkan pendekatan dalam 

melakukan kategorisasi, mulai dari hermeneutika objektif, 

hermeneutika subjektif, hingga hermeneutika kritis. Model-model ini 

yang akan digunakan untuk menganalisis praktik penafsiran Husein 

Muhammad dalam wacana perlindungan Hak Asasi Manusia. 

 

G. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif86 dengan sumber-sumber 

data dari bahan pustaka, sehingga bisa juga dikategorikan sebagai 

penelitian kepustakaan.87 Pengertian kualitatif ini dimaksudkan untuk 

mengolah data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun 

ucapan dan tindakan yang diamati.88 Oleh karenanya, jenis dan 

sumber data dalam penelitian ini adalah ucapan tertulis seperti 

dokumen melalui catatan tertulis, rekaman audio, video, dan foto, 

dan juga tindakan.89  Kriteria data yang dikumpulkan bersifat pasti, 

yakni segala informasi tentang yang terjadi sebagaimana adanya, 

tidak sekedar data yang bisa diamati baik dalam bentuk ucapan 
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maupun tindakan tetapi data yang memiliki kandungan makna 

dibalik yang tampak dan terucap tersebut.90 

1. Tehnik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu; data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui telaah 

kepustakaan (library research) dan wawancara mendalam (depth 

interview).91 Telaah kepustakaan dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan semua tulisan Husein Muhammad, baik dalam 

bentuk buku maupun artikel, baik yang diterbitkan secara cetak 

maupun yang diterbitkan secara online, dan baik yang diterbitkan 

sendiri atau pun oleh lembaga jejaring kerja kemanusiaannya,92 

mulai dari tahun 1999 hingga 2019. Selanjutnya data tersebut dipilih 

berdasarkan tema dalam pemikiran Husein Muhammad yang sesuai 

dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu wacana tafsir 

keagamaan  Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi 

Manusia di Indonesia kontemporer, dan secara kategoris sesuai 

dengan materi sebagaimana objek isu HAM pada penelitian ini, yaitu 

kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual (LGBT), 

kelompok minoritas keagamaan (Ahmadiyah dan Hidup Dibalik 

Hidup), dan kelompok sosial subordinat (Perempuan). 

Adapun teknik kedua, yaitu wawancara. Wawancara secara 

mendalam dilakukan secara langsung dengan Husein Muhammad, 

sehingga diperoleh informasi dan keterangan guna mengungkap 

konteks pemikirannya. Selain itu, wawancara dalam penelitian ini 

juga dilakukan dengan informan yang peneliti tentukan berdasarkan 

pertimbangan sejauh mana relevansi yang dimilikinya dengan 

pemikiran dan aktivisme Husein Muhammad. Sebagai contoh 

pengurus Fahmina Institute dan jejaringnya dalam gerakan Islam 

Sipil di Indonesia.  

Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan, diolah, dan 

disajikan didapatkan dengan mensurvei dokumen catatan peristiwa 
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yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh berbagai pihak dalam 

berbagai bentuk sumber yang relevan dengan penelitian ini, di 

antaranya seperti buku, jurnal, buletin, laporan dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini adalah semua 

data yang menunjang data primer. Setelah terkumpul, data-data 

sekunder dimaksud direkonstruksi dan dibaca secara kritis sesuai 

dengan kerangka penelitian ini.  

2. Tehnik Analisis Data 

Data primer dan sekunder yang sudah terhimpun dari berbagai 

sumber selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori domain yang 

dibuat sesuai dengan kerangka penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, 

data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-

analitis93 dengan tujuan agar diperoleh kecenderungan umum untuk 

memberikan gambaran tentang dinamika produksi wacana, 

konstruksi wacana, teknik normalisasi wacana dan relasi kuasa dalam 

pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad tentang perlindungan Hak 

Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, yang dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan taksonomi (taxonomy). 

Taksonomi, sebagai sebuah pendekatan analisis dilakukan pada 

himpunan kategori yang diorganisasi sesuai dengan semantic 

relationship atau terhadap keseluruhan data yang terkumpul 

berdasarkan domain yang telah ditetapkan,94 akan membantu peneliti 

dalam memahami dan memetakan domain-domain tertentu dalam 

fokus penelitian ini yang memiliki derajat kompleksitas, karena 

tersebar dan variatifnya data yang memuat wacana yang diproduksi 

oleh Husein Muhammad. Masing-masing domain diuraikan secara 

mendalam, kemudian membaginya lagi ke dalam sub domain yang 

lebih khusus. Pendekatan analisis taksonomi ini memberikan 

gambaran tentang domain dan sub domain dalam wacana 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh Husein 

Muhammad.  
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Tabel 2. Taksonomi Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia 

Husein Muhammad 

Domain Utama 

Wacana Perlindungan Hak Asasi Manusia Husein Muhammad 

(1999 – 2019) 

―Islam dan Hak Asasi Manusia‖ 

Sub Domain 1 

Wacana 

Perlindungan 

Hak-Hak Asasi 

Kelompok 

Berorientasi 

Seksual Diluar 

Mainstream 

Sub Domain 2 

Wacana Perlindungan Hak-

Hak Asasi Kelompok 

Minoritas 

Beragama/Berkeyakinan 

dalam Bingkai Pluralisme 

Agama  

Sub Domain 3 

Wacana 

Perlindungan 

Hak-Hak Asasi 

Perempuan 

Wacana tentang 

perlindungan 

hak-hak LGBT  

Wacana 

tentang 

perlindungan 

hak-hak 

minoritas 

beragama 

dalam isu 

Ahmadiyah 

Wacana 

tentang 

perlindungan 

hak-hak 

minoritas 

beragama 

dalam isu 

Hidup 

Dibalik 

Hidup 

Wacana tentang 

perlindungan 

hak-hak asasi 

perempuan dalam 

isu kekerasan 

terhadap 

perempuan 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Konstruksi penyusunan penelitian ini, dilakukan oleh penulis dengan 

membagi bagian penelitian ini kedalam tujuh bab. Hal ini 

dimaksudkan supaya ada pemahaman mengenai hasil penelitian ini 

secara komprehensif, sistematis dan koheren. Adapun penjelasan 

mengenai ketujuh bab yang penulis maksudkan adalah sebagaimana 

berikut: 

Bab pertama, berisi mengenai kerangka umum yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini, sehingga keberadaannya menjadi 

pijakan untuk melakukan pengembangan secara lebih mendetail 
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mengenai penelitian ini pada bagian bab-bab setelahnya. Secara 

sistematis bagian ini menguraikan tentang latar belakang penelitian 

ini, rumusan masalah guna menutup kemungkinan tidak fokusnya 

penelitian ini, tujuan dan manfaat yang berisi maksud kontributif 

penelitian ini secara akademis dan praksis, kajian pustaka sebagai 

bahan untuk mendeterminasikan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya, kerangka teori yang berisi mengenai teori yang 

digunakan guna menganalisis objek penelitian, metode penelitian 

sebagai piranti operasional yang akan penulis gunakan untuk 

melakukan langkah-langkah metodik-taktis dalam menjalankan 

penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjadikan hasil 

penelitian ini mudah difahami secara sistematis. 

Bab dua, menampilkan gambaran umum kontestasi wacana Hak 

Asasi Manusia di tengah demokratisasi umat Islam Indonesia. Pada 

bagian ini, penulis menguraikan dinamika umat Islam Indonesia 

kontemporer dalam menyikapi isu HAM yang terkategorikan dalam 

tiga kelompok yaitu Islam Arus Utama (Tradisionalis dan Modernis), 

Islamis dan Islam Sipil. Uraian pada bagian ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan konteks pertarungan wacana (war of discourses) yang 

berkelindan dengan wacana perlindungan Hak Asasi Manusia dalam 

pembacaan Al-Qur‘an Husein Muhammad. 

Bab tiga, berisi dinamika intelektual Husein Muhammad sebagai 

produsen wacana perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia 

kontemporer. Bagian ini memuat lima bagian pembahasan, yaitu: 

biografi intelektual Husein Muhammad, Islam Tradisional sebagai 

arena distribusi wacana yang diproduksi oleh Husein Muhammad, 

resistensi Islamisme terhadap pandangan Husein Muhammad, Husein 

Muhammad sebagai aktivis di tengah gerakan Islam Sipil di 

Indonesia, dan produk-produk wacana Husein Muhammad.  

Bab empat, memuat konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia 

dalam wacana tafsir agama Husein Muhammad, yaitu wacana 

hubungan Islam dengan HAM, wacana perlindungan HAM 

perspektif Islam, wacana perlindungan hak kelompok sosial dengan 

orientasi seksual diluar mainstream (LGBT), perlindungan hak 

minoritas kelompok beragama/berkeyakinan (Ahmadiyah dan Hidup 



45 

 

 

Dibalik Hidup), dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan. 

Bagian ini, selain dimaksudkan untuk mengungkap konstruksi Hak 

Asasi Manusia yang diupayakan oleh Husein Muhammad, juga untuk 

memberikan analisis tentang hubungan perlindungan Hak Asasi 

Manusia yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad dengan 

konstruksi Hak Asasi Manusia internasional. 

Bab lima, menguraikan dua analisis, yaitu analisis praktik 

pembacaan Al-Qur‘an dalam wacana keagamaan Husein Muhammad 

tentang perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia kontemporer, 

dan analisis relasi kuasa yang beroperasi di dalamnya. Relasi kuasa 

yang dianalisis pada bagian ini meliputi relasi kuasa dalam persona 

Husein Muhammad sebagai produsen wacana dan relasi kuasa dalam 

proses produksi wacana. Analisis relasi kuasa ini juga memuat 

normalisasinya. Bagian ini juga berisi refleksi peneliti terhadap 

gerakan intelektualisme Islam kontemporer melalui praksis Husein 

Muhammad.  

Bab enam, bagian ini adalah penghujung dari penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan penelitian dan rekomendasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengacu pada uraian dan analisis dalam keseluruhan bagian disertasi 

ini, peneliti menyimpulkan temuan penelitian ini kedalam empat poin 

pokok sebagaimana berikut:  

Pertama, wacana-wacana Husein Muhammad yang dikonstruksi 

guna merespon isu hak-hak asasi kelompok sosial masyarakat di 

Indonesia kontemporer yang mengalami diskriminasi, yaitu LGBT, 

Ahmadiyah, Hidup Dibalik Hidup (HDH), dan perempuan, 

merupakan bentuk reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin agama 

yang terdapat dalam teks Al-Qur‘an dan teks khazanah Islam 

Tradisional. Bentuk reinterpretasi Husein Muhammad ini didasarkan 

pada gagasannya tentang prinsip-prinsip penafsiran yang 

diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan (mabādi‟ al-tafsir bi 

al-qiyām al-insāniyyah). Praktik reinterpretasi ini dilangsungkan 

dalam tiga kerangka; pertama, kategorisasi, yaitu penafsiran dengan 

mengkategorisasikan ayat-ayat Al-Quran ke dalam dua kategori 

utama, yaitu ayat-ayat universal dan ayat-ayat partikular. Ayat-ayat 

universal merupakan prinsip-prinsip dalam perlindungan Hak Asasi 

Manusia, yaitu: kebebasan (al-hurriyyah), kesetaraan (al-musāwah), 

persaudaraan (al-ukhuwwah), keadilan (al-'adalah), dan 

penghormatan kepada manusia (karāmah al-insān). Prinsip yang 

digunakan dalam metode ini adalah ayat-ayat partikular tidak boleh 

keluar dari kehendak makna ayat-ayat universal. Kedua, pendekatan 

maqāshidi, yaitu penafsiran yang tidak sekedar menggali makna, 

namun juga menemukan tujuan dari makna yang dikandung oleh teks 

atau ―maqāshid‖, dan kemudian mengintegrasikannya dengan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal. Ketiga, pembacaan 

kritis-advokatif, yaitu penafsiran yang pada satu sisi ditujukan untuk 

memberikan kritik terhadap wacana tafsir agama yang dinilai telah 

melegitimasi berbagai tindakan diskriminasi, dan di sisi lain untuk 

memberikan kritik terhadap realitas sosial keagamaan yang 
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diskriminatif, sekaligus dimaksudkan untuk mengadvokasi hak-hak 

asasi kelompok-kelompok sosial tertentu yang mengalami 

diskriminasi. Advokasi-advokasi yang dilangsungkan dalam 

pembacaan ini tidak hanya dalam bentuk wacana, namun telah 

mewujud juga melalui aktivisme sosial sebagai kritik praksis.  

Kedua, relasi kuasa-pengetahuan yang beroperasi dalam tafsir 

agama Husein Muhammad tentang perlindungan Hak Asasi Manusia 

kontemporer bergerak secara produktif, baik dalam konteks produsen 

wacana, maupun dalam proses produksi dan konstruksi wacana. 

Sebagai produsen wacana tafsir agama tentang perlindungan Hak 

Asas Manusia di Indonesia kontemporer, Husein Muhammad tidak 

sekedar berupaya mengungkap makna teks-teks terkait secara 

kategoris dan maqāshidi, maupun melakukan kritik sosial keagamaan 

yang dinilai diskriminatif bagi kelompok-kelompok tertentu secara 

kritis-advokatif, namun ia juga mengupayakan agar pandangan dan 

kehidupan sosial keagamaan kontemporer di Indonesia sejalan 

dengan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi 

oleh relasi kuasa-pengetahuannya, yaitu Komnas Perempuan, PKBI, 

dan jaringan Islam Sipil di Indonesia. Relasi kuasa pengetahuan ini 

beroperasi secara struktural dan kultural dalam produsen wacana. 

Secara struktural, relasi kuasa ini mengalir melalui posisi yang 

diduduki oleh Husein Muhammad di dalam struktur relasi kuasanya. 

Sedangkan secara kultural, relasi kuasa bergerak melalui berbagai 

proses kultural di berbagai medium perjumpaan intelektual. 

Ketiga, secara produktif, relasi kuasa beroperasi dalam proses 

produksi wacana Husein Muhammad melalui kolaborasi 

argumentasi, legitimasi dan otorisasi. Relasi kuasa beroperasi dalam 

menyediakan argumentasi perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

dijadikan acuan secara universal dan nasional, sementara kuasa 

pengetahuan mengupayakan argumentasi yang menopang upaya 

kontekstualisasi gagasan universal itu melalui reinterpretasi terhadap 

doktrin-doktrin dalam teks Al-Qur‘an dan teks khazanah Islam 

Tradisional. Konstruksi wacana perlindungan Hak Asasi Manusia 

Husein Muhammad, selain memberikan legitimasi teologis terhadap 

berbagai aktivisme sosial yang digerakkan di Fahmina Institute, 

beserta jejaring kerjanya di kalangan Islam Sipil, juga melegitimasi 
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upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh relasi 

kuasanya di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Identitas Husein 

Muhammad sebagai figur otoritatif dari kalangan Islam Tradisional 

menjadi modal sosial dan kultural bagi setiap upaya membangun 

relasi dengan kuasa-pengetahuan. Bentuk relasi kuasa yang dibangun 

ini beroperasi secara kolaboratif melalui kontrol terhadap hubungan 

kekuasaan dengan kebenaran pengetahuan tentang perlindungan Hak 

Asasi Manusia bagi kelompok masyarakat Indonesia kontemporer 

yang mengalami diskriminasi.  

Keempat, wacana perlindungan Hak Asasi Manusia kontemporer 

yang diproduksi oleh Husein Muhammad, meskipun terlihat 

mengadopsi Hak Asasi Manusia yang dikonstruksi oleh narasi 

global, namun ia berupaya mengembangkannya secara adaptif 

dengan teks Al-Qur‘an dan khazanah Islam tradisional melalui 

kerangka reinterpretasi terhadap keduanya. Dengan teknik dan 

mekanismenya, konstruksi perlindungan Hak Asasi Manusia yang 

diupayakan oleh Husein Muhammad melalui publikasi dan 

desiminasi setiap hasil dari reinterpretasinya terhadap doktrin-doktrin 

dalam teks Al-Qur‘an dan teks khazanah Islam Tradisional yang 

berkorelasi secara langsung dengan faktor teologis yang dinilai 

melatarbelakangi fenomena diskriminasi terhadap hak-hak asasi 

LGBT, Ahmadiyah, Hidup Dibalik Hidup (HDH), dan perempuan, 

memperoleh respon afirmatif dari kalangan Islam Tradisional di 

Indonesia. Meskipun wacana perlindungan Hak Asasi Manusia 

Husein Muhammad lahir sebagai manifestasi dari produk intelektual 

Islam tradisional, namun karena diproses melalui dan dalam 

framework gerakan Islam Sipil, maka sesungguhnya wacana tafsir 

agamanya itu merupakan praktik afirmatif terhadap rezim Hak Asasi 

Manusia internasional. Karena para intelektual dan aktivis Islam 

Sipil sesungguhnya tidak bisa mensterilkan diri dari agenda besar 

demokratisasi dan HAM yang bersifat global, termasuk Husein 

Muhammad dan Fahmina Intitute.  

 

B. Rekomendasi 

Dinamisasi Studi Qur‘an harus terus dilakukan. Salah satu cara untuk 

menjalankannya adalah dengan menautkan studi ―kitab suci‖ ini 
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dengan perspektif studi di luar dirinya. Dalam bahasa ilmiah popular 

di dunia PTKI saat ini dikenal dengan kajian interdisipliner, atau 

integrasi-interkoneksi. Hal ini bisa dilaksanakan dengan -misalnya 

saja- menginterkoneksikan variable tertentu dalam studi Qur‘an 

dengan variable yang lain dalam disiplin yang berbeda. Seperti 

penelitian ini yang membaca bagaimana hubungan Al-Qur‘an dan 

Hak Asasi Manusia dalam wacana dan aktualisasinya -dalam bentuk 

aktivisme sosial- yang diproduksi dan digerakkan oleh seorang 

pembaca Al-Qur‘an, yaitu Husein Muhammad, di tengah arus 

demokrasi Indonesia, yang diteropong dengan analisis genealogi 

Michel Foucault dan Hermeneutika.  

Sedangkan terkait pengembangan penelitian ini, masih 

dimungkinkan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian ini 

menjadi lebih luas dan mencakup isu besar yang diketengahkan; Al-

Qur‘an dan perlindungan HAM Pasca Orde Baru. Ini bisa dilakukan 

dengan melihat pola-pola diskursus dan gerakan tokoh-tokoh atau 

pun lembaga-lembaga Islam Sipil secara komparatif antara satu 

dengan lainnya dalam menyoal isu-isu sosial keagamaan yang 

menautkan Al-Qur‘an dan Hak Asasi Manusia, juga bisa dilakukan 

pada subjek yang berbeda, yaitu tokoh-tokoh atau pun lembaga-

lembaga dari kalangan Islamisme. Bahkan kajian juga bisa dilakukan 

dengan memotret kontestasi yang dilakukan oleh Islam Sipil dan 

Islamisme dalam mengetengahkan diskursus Al-Qur‘an dan Hak 

Asasi Manusia di tengah demokratisasi umat Islam Indonesia. 

Model praktik penafsiran Husein Muhammad, lebih lanjut, sangat 

tepat bila dikembangkan untuk mendinamiskan ayat-ayat sosial 

politik sebagaimana yang diajarkan dalam mata kuliah Tafsir Ayat-

Ayat Sosial Politik pada Program Pendidikan Ilmu Al-Qur‘an dan 

Tafsir atau pun Studi Qur‘an Hadits. Penafsiran yang mengharuskan 

pendekatan integrasi ilmu Al-Qur‘an dan sosial ini bila dijadikan 

acuan model dalam pembelajaran mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat 

Sosial Politik akan memberikan pilihan paradigma lain dalam 

mempelajari penafsiran ayat-ayat sosial politik dalam Al-Qur‘an 

yang selama ini cenderung terasa sulit melampaui batas yang 

menghalangi teks menuju praktik. 
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